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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Lobsi Pnelitiu 

4.1.1 Gambaraa Umam Kota Lubaldiaggau 

a. Batas Administrasi Daerah 

Secara astmnomis, Kota Lubuklinggau terletak pada posisi 1()204()'()(r -

1030JO'OO" Bujur Timur dan 3°4'10"- 3~2'30" Lintang Selatan, dan terletak 

pada ketinggian 129 m dari atas permukaan air laut, dengan luas wilayah 

Kota Lubuklinggau adaJah lebih lrurang 401,50 km2
• atau sama dengan 

40.150 Ha dan batas wilayah secara geografis sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Suku 

Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten 

Musi Rawas. 

2) Sebelah Timur 

3) Sebelah Selatan 

4) Sebelah Barat 

Berbatasan dengan Kecamatan Tugu 

Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti 

Kabupaten Musi Rawas. 

Berbatasan dengan Kabupaten Rejang 

Lebong Provinsi Bengkulu 

Berbatasan dengan Kecamatan Selangit 

(Kab. Musi Rawas) dan Kabupaten Rejang 

Lebong Provinsi Bengkulu. 
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i. 

' I
,, > 

Gambar 4.1 Peta Batas Administrasi Kota Lubuklinggau 
Sumber : Bappeda Kota Lubuldinggau 

Dengan kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak 

di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis. Kota 

Lubuk1inggau memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra 

processing zone atau atau pusat kegiatan indu.'itri pengolahan yang berbasis 

pada sumber daya daerah sekitamy~ terutama industri pengolahan produk 

pertanian, kebutanan, perkebunan serta peternakan dan perikaoan. 

Disamping ito. Kota Lubuldinggau juga berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai intermediate city yang mengbubungkan kegiatan 

ekonomi dan bisnis dari kota-kota besar regional lainnya dengan daerab 

kabupaten di sekitamya. 
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b. Topografis 

Dari luas wilayah 401.50 krn2
, lrurang lebih 66.5% dataran rendah 

yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. dengan keadaan alamnya 

terdiri dari hutan potensial, sawab, ladang kebun karet dan kebun lainnya Di 

Kota Lubuklinggau bagian barat terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan 

Bukit Sulap. Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan 

variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500 mm per tahun, dimana setiap 

tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Selama tahun 2011 curah hujan 

tertinggi terjadi pada Bulan Mei dan terendah pada Bulan Februari 

Keadaan tanah kota ini terdiri dari: 

1. Aluvial : Tanah wama coldat kekoning-lruningan, dijmnpai di bagian 

dataran Kota Lubuklinggau, cocok untuk tanaman padi sawah dan 

palawija 

2. Asosiasi Glei Humus: meliputi 7,178/o dari luas kota yang sebagian besar 

terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, dan cocok untuk tanaman 

padi. 

3. Litosol : cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga 

berpotensial untuk pengembangan temak. 

4. Regosol : sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, 

yang cocok untuk tanaman padi, palawija dan tanaman kerns lainnya 

c. Hal lain yang dianggap perlu 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

pembentukan Kota Lubuklinggau. wilayah administrasi Kota Lubuklinggau 

meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuklinggau Barat, 

so 
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Lubuklinggau Timur. Lubuklinggau Utara dan Lubuklinggau Selatan. 

Empat kecamatan tersebut membawahi 40 kelurahan. Pada tahun 2002. 

dilakukan pemekaran kelurahan. sehingga jumlah kelurahan menjadi 49 

kelurahan. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. telah 

ditetapkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 180 Tahun 2005 

dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 181 Tahun 2004 tentang 

pemekaran kfQUWifan dan keluraban. Dimana jumlah kecamatan dari 4 

menjadi 8 kecamatan dan jumlah kelurahan dari 49 menjadi 12 kelurahan. 

Adapun wilayah Kota Lubuklinggau terdiri dari 8 (delapan) 

kecamatan dan n (tujuh puluh dua) Kelurahan sebagaimana tertera pada 

tabel4.1 : 

Tabel4.1. 

Keclmataa daa Ketarahaa dalam Kota Labaldiaggau 

1. Kecamatan 
Timur I 2 Kel. Taba Ko"i 

3 Kel. Taba Lestari 
4 Kei.Ma" it 
5 Kel. Batu Uri Taba 
6 
7 
8 Kel. Nikan Jaya 

2. Kecamatan Lubuklinggau 10,1240 I Kel. Mesat Ja 
Tmmrll 2 Kel. Mesat Seni 

3 KeL Jawa Kanan SS 
4 Kel. Jawa Kanan 
5 Kel.CeremeTaba 
6 Kel. Jawa Kiri 
7 Kel.Dem 
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'' 

' .·' ·• Lus 
No ': ''Kcta ... ' •''•. '.'. ,WJiaialt KehmtJtu 

' ' ,~ ' 
' ' . (kmi ',' ' ' 

.·. •r.; •:,~" f ...... ·.·· ,:,,(: .: . ' . ' ~ .; . . ' . ,, -~:.·· 

8 Kel. Karya Bakti 
9 Kel. Wira Karya 

3. Kecamatan Lubuklinggau 54.8087 I Kei.Watas Lubuk Durian 
Barat I 2 Kel. Kayu Ara 

3 Kel. Lubuk T anj!Jn____K 
4 Kel. TanjungAman 
5 Kel. Tanjung Indah 
6 Kel. Muara Enim 
7 Kel. Lubuk Aman 
8 Kel. Pel ita Jaya 
9 Kel. Bandung Ujung 
10 Kel. Bandung Kiri 
11 Kel. Sukajadi 

4. Kecamatan Lubuklinggau 10,8363 1 Kel. Sidorejo 
Barat II 2 Kel. Ulak Lebar 

3 Kel. T~ Lebar 
4 Kel. Bandung Kanan 
5 Kel. Pasar Pemiri 
6 Kel Lubuklinggau Ulu 
7 Kel. Lubuklinggau llir 
8 Kel. K~u~• 

5. Kecamatan Lubuldinggau 152,3039 I Kel. Somber Agung 
Utaral 2 Kel. Petanang Ulu 

3 Kel. Petanang Ilir 
4 Kel. Belalau I 
5 Kel. Belalau II 
6 Kel. Tanjung Raya 
7 Kel. Marga Rejo 
8 Kel. Marga Bakti 
9 Kel. Durian Rampak 
10 Kel. Taba Baru 

6. Kecamatan Lubuldinggau 37.1054 I Kel. U1ak Surung 
Utara II 2 Kel. Kenan~ 

3 Kel. Pasar Satelit 
4 Kel. J~e..-..~~ Jo 
5 Kel. Batu Urip 
6 Kel. Megang 
7 Kel. Puncak Kemuning_ 
8 Kel. Ponorogo 
9 Kel. Kali Serayu 
10 Kel. Senalang 
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Luas 
,No l{rriaJmda• Wtlayala Kdllralla• 

' ' {lmli · .. 
·.' 

":'·'·'· · ... ·.· 
' 

7. Kecamatan Lubuklinggau 85,1518 1 Kel. Rahma 
Selatan I 2 Kei.Perumnas 

3 Kei.Jukung 
4 Kel. Air Kati 
5 Kel. Lubuk Binjai 
6 KeL Lubuk Kupang 
7 Kel. AirTemam 

8. Kecamatan Lubuklinggau 37,1658 1 Kel. M~_ Mulya 
Selatan II 2 KeL M~Rahayu 

3 KeL Tanah Periuk 
4 Kel. Simpang Periuk 
5 Kel. Karang Ketuan 
6 Kel. Eka Mama 
7 Kel. Siring Agung 
8 Kel Moneng Sepati 
9 Kel. Taba Pingin 

Somber Data : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kota 
Lubuklinggau 

d. Gambaran Umnm Demografis 

Salah satu ciri kependudukan di negara berkembang adalah jumlah 

penduduk yang banyak dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. 

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau 

jumlah penduduk adalah 214.972 jiwa. Hal ini mengalami sedikit 

peningkatan yaitu 0,87% dari tahun 2012 denganjumlah penduduk 213.127 

jiwa. Adapun Struktur penduduk di Wilayah Kota Lubuklinggau pada Tahun 

2013 dapat dilibat pada tabel 42 dan 4.3 : 
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Tabel4.2 

Juaalala Peaduduk Kota Lubuldiaggaa Benlasarku Usia 

Struktur Usia Laki-Laki Peremp11811 Total 

>75 1.069 1289 2358 

70-74 1.084 1209 2293 

65-69 1371 1.530 2.907 

60-64 2.475 2283 4.758 

55-59 4.069 3.578 7.647 

50-54 5313 5.030 10343 

45-49 6.036 6239 12275 

40-44 7.419 1235 14.654 

35-39 8.692 8.704 17.396 

30-34 10.430 10236 20.666 

25-29 11224 11.106 22.330 

20-24 9.964 10241 20211 

1-----------=-
15-19 9.872 9.725 19.597 

10-14 10.864 10.043 20.907 

05-09 10.624 9.753 20377 

0-4 8.445 7.808 16253 

Total 108.957 106.015 214.972 

Sumber: LKP J Walikota Lubuklinggau Tahun 2013 
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Tabel4.3 

Jamlab Peadadak Meaarat Kecamataa 

Kota Labaldinggaa Tuaa 2013 

Kecunataa Laki-Laki PerempUil 

Lubuklinggau Barat I 16.764 16.675 

Lubuldinggau Barat ll 11.086 10.789 

-
Lubuklinggau Tunur I 15.485 15270 

Lubuklinggau Timor U 16.986 16.511 

Lubuklinggau Utara I 8.359 7.865 

Lubuklinggau Utara II 18.756 17.982 

Lubuldinggau Selatan I 7.317 7.047 

Lubuklinggau Selatan II 14204 13.876 

Total 108.957 106.015 

Sumber: LKP J Kota Lubuklinggau Tahun 2013 

e. Kondisi Ekonomi 

a.. Potensi Unggulan Kota Lubuklinggau 

1) Posisi Strategis Kota Lubuklinggau 

Jamlall 

33.439 

21.875 

30.755 

33.497 

16224 

36.738 

14.364 

28.080 

214.9n 

Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di 

antara Provinsi Jambi, Provinsi Benglrulu serta ibu kota Provinsi Sumatera 

Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa 

dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera Dengan demikian posisi 

wilayah Kota Lubuklinggau terletak di daerab persimpangan (transit) dari 

berbagai arab wilayah sekitamya.. Dengan posisi geografis wilayah yang sangat 
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strategis ~ Kota LubukJinggau memiliki potensi besar untuk 

pengembangan usaba perdagangan. hotel, restoran dan pariwisata 

2) Potensi Unggulan 

Lapangan usaha yang paling berpotensi sebagai unggulan daerah Kota 

Lubuldinggau adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini 

sangat didukung oleh posisi Kota Lubuklinggau sebagai kota lintas atau kota 

transit. Faktanya bahwa sektor ini memben"kan kontn'busi yang dominan atau 

terbesar terhadap PDRB Kota Lubuldinggau. Pada tahun 2012 sektor 

perdagangan mempunyai kontribusi sebesar 26,40 % terhadap pembentukan 

PDRB Kota Lubuldinggau. 

4.1.2. Gambaran Umam DiDas Ko~ UMKM daa Pengelolaaa Puar 

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan 

Pasar Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan 

daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah dan Pengelolaan 

Pasar serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pcmerintah 

dan/atau Pemerintah Provinsi. Dan juga mempunnyai fungsi : 

I) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi,Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah dan Pengelolaan Pasar. 

2) Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar. 

3) Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah dan Pengelolaan Pasar berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 
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4) Pengendalian dan Pengawasan teknis dibidang Koperasi, usaba Mikro, 

Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar. 

5) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pengelolaan Pasar sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 

6) Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan 

1) Pelaksanaan togas lain yang diberikan W alikota sesuai tugas pokok dan 

fungsinya. 

Visi, Misi dan Tujuan 

Visi 

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan k.emana instansi 

pemerintah harus dibawa agar dapat Exis, Antisifasi dan lnovatif: jadi Visi tidak 

lain adalah suatu gambaran untnk menentukan tenta.ng masa depan dan cita-cita 

yang ingin diwujudkan oleh lnsata.nsi pemerintah. 

Dalam k.ontek.s k.ehidupan bemegara Visi memainkan peranserta yang 

penting dan menentukan dalam Dinamik.a Perubahan Lingkungan Pemerintah 

pada umumnya dari instansi terkait pada k.hususnya bergerak maju menuju masa 

depan yang lebih baik.. 

Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kectl dan Menengah dan Pengelolaan Pasar 

Kota Lubuklinggau yaitu" Terwujudnya Koperasi yang Mandiri, Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah yang ta.ngguh dan sebat serta pengelolaan pasar yang 

Profesional menuju peningkatan kemampuan Ekonomi Rakyat dan pasar yang 

Tertib dan Kondusif (Nyaman)". 
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Misi 

Sedangkan Misi Dinas Kopernsi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 

Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau adalah : 

I. Mewujudkan koperasi yang mandiri dan usaha Mikro, kecil. Menengah yang 

sebat dan tangguh 

2. Mewujudkan pasar yang tertib 

3. Mewujutkan pasar yang bersih 

4. Mewujutkan pengelolaan pasar yang profesiona1 

5. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah. 

Tujuan 

Mewujudkan koperasi yang mandiri dan Usaba Mikro, Kecil, Menengah 

yang sehat dan tangguh. 

a. Mewujudkan Pengelolaan Pasar yang Profesional. 

b. Mewujudkan pasar yang bersih. sehat serta Nyaman dan meningkatkan 

Potensi Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sektor basil 

pungutan retribusi pasar 

Kebijakan 

Adapun kebijakan pada Rencana kelja Pemerintah daerah ( RKPD ) pada 

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota 

Lubuklinggau dengan Renstra dinas Koperasi dan Pengelolaan Pasar Kota 

Lubuklinggau Tahun 2013 - 2018 dan sesuai dengan Togas Pokok dan Fungsi 

Dinas yang mengacu kepada Renstra kota Lubukliggau, maka selarns dengan 

VISI dan MISI Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 

Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau, adalah : 
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a Melakukan pembinaao terbadap Koperasi dan UMKM secara menyeluruh 

b. Melakukan kerja sama dengan pubak BUMN dan swasta dalam peningkatan 

dan pengembangan Koperasi dan UMKM. 

c. Melakukan dan meningkatkan penataan dan pelayanan dibidang pengelolaan 

pasar. 

Sasaran 

a Meningkat kualitas koperasi usaha mikm kecil dan menengah. 

b. Pemberdayaan SDM aparatur secara optimal. 

c. Penataan objek retribusi agar dapat menambah PAD. 

d. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dibidang koperasi 

usaha Mikro. Kecil dan Meoengah dan Pengelolaan Pasar. 

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar 

Perubahan sistem Pemerintah Daerah berdasarbn Undang-undang No. 

23 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 telah memberikan 

kewenangan lebih luas dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri 

merupakan suatu tugas yang berat serta tantangan dalam rangka mempercepat 

perwujudan kesejahteraan masyarakat. 

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan 

Pasar Kota Lubuldinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

dan T ata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 

Pengelolaan Pasar Kota Lubuldinggau dan mempunyai tugas pok.ok dan fungsi 

sebagai unsur pelaksana telmis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah dan Pengelolaan Pasar, walaupun dengan segala keterbatasan baik 

sumber daya manusia maupun swnber dana, namun kami telah berupaya 
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melaksanakan berbagai program dan kegiatan khususnya pelayanan kepada 

masyarakat dibidang Koperasi Usaha Mikro~ Kecil dan Meoengah dan 

Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau. 

Dengan segala keterbatasan yang ada baik dukungan SDM aparatur 

maupun sarana dan prasarana, togas-togas tersebut dilaksanakan dengan semangat 

kebersaman untuk meningkatkan kinerj~ porfesionalisme dan dapat 

dipertanggung jawabkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat. 

Susunan Organisasi Dinas Koperas~ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 

Pengelolaan Pasar terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaria~ membawahkan : 

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Program~ Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Kelembagaan Koperasi. membawahkan: 

I. Seksi Organisasi~ Tata Laksana dan Penyuluhan; 

2. Seksi Hukum dan Advokasi ; dan 

3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan. 

d. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 

membawahkan : 

1. Seksi Data dan Promosi Koperasi dan UKM; dan 

2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Koperasi dan Usaba Mikro, Kecil dan 

Menengah. 
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e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan membawahkan : 

I. Seksi Usaba Simpan Pinjam; dan 

2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan. 

( Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan : 

1. Seksi Pemelibaraan dan Kebersiban; 

2. Seksi Ketertiban dan Keamanan; dan 

3. Seksi Pendapatan. 

g. UPTD;dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Susunan struktur organisasi dapat dilihat dalam gambar dibawah ini : 

Gambar 42 Struktur Organisasi Dinas Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota 

LubWdmggu 
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubr!klinggan 
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4.2. Deskripsi lmplementasi Retribusi Pelayanan Pasar 

Ketentuan Umum Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 

4.2. I. Dasar Hukum 

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuldinggau 

berdasarkan Pernturan ~ Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan 

Pasar. 

4.22 Subyek dan Obyek Retribusi Pelayanan Pasar 

Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan pasar yang 

disediakan oleh Pemerintah Kota khusus untuk para pedagang. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 20 I 0 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

Obyek. berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota dan khusus 

disediakan untuk pedagang. Namun dalam Perda tersebut terdapat pengecualian 

menjadi objek retribusi yaitu pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak 

swasta. Sedangkan Subyek. Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang 

pribadi atau Badan yang menggunakanlmenikmati atas jasa penyediaan fasilitas 

pasar. Objek Retribusi Pelayanan Pasar itu sendiri telah mengalami 

penyederbanaan dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 

tentang Retribusi Pasar yang digunak.an sebagai dasar Pemungutan Retribusi 

sebelum Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010. Dalam Peraturan Daerah 

Nomor 41 Tahun 2003 objek retribusinya meliputi : 1. Retribusi Kebersihan 

Dalam I Luar, 2. Retribusi Angsuran Bangunan, 3. Retribusi Karcis Harlan, 

4. Retribusi Keamanan, 5. Jasa Pasar Lainnya 
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4.2.3 Struktur dan Tarif Retribusi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan 

efektivitas pengendaJian atas pelayanan jasa tersebut, sedangkan besaran tarif 

retribusi dapat di1ihat pada tabeJ 4.4: 

TABEL4.4 

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar 

No Jenis Fasilitas Kelas Besaran Tarif 

I. Pelataran - Rp. 1000,-/m2/hari 

2. Los I Rp. 1500, -lm2/hari 

n Rp. 1000, -/rn2/hari 

3. Kios I Rp. 7500,-/m2/hari 

II Rp. 5000,-/m2/hari 

III Rp. 5000,-/m2/hari 

IV Rp. 4000,-/m2/bari 

Sumber : Dinas Koperasi. UMKM dan Pelayanan Pasar kota Lubuklinggau 

4.2.4. Tata cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 T ahun 2010 tentang Retribusi 

Pengelolaan Pasar, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi pelayanan 

pasar adalah sebagai berikut : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa karcis, kupon dan kartu 

langganan, wajib dilunasi pada saat dokumen tersebut diterbitkan. Retribusi 

tersebut dibayarkan kepada Kas Daerah ataupun tempat lain yang ditunjuk. Jika 
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retribusi tersebut dibayarkan melalui tempat lain yang ditunjuk, penyetoran ke 

Kas daerah tidak boleb melebibi 1 x 24 ( satu kali dua pulub empat) jam atau 

daiam waktu yang ditentukan oleh Walikota, dengan ketentuan lain bahwa jika 

terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka akan dikenakan sanksi sebesar 2 

persenl bulan dari retribusi yang terutang dan ditagib melalui SKRD 
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4.2. 5 Gambaran Proses Pemungutan Rretribusi Pelayanan Pasar 

Gambaran proses pemungutan retribusi pelayanan pasar secara singkat 

digambarkan melalui gambar 4.3 : 

(I) 
Dispeuda 

menyediabn ~ ........ , 
~,....__.~~--~· 

(2) 

K.as retritJusi di 
laimaoleb 

beudabara baraDg 
Dinas Koperasi 
UMKM&.PP 

kan:is retribusi 

(7) 
BeOOlbara bar.mg 

membuat 
pernrinlaao tan:is 
retribusi bariaD ke 

Oi5penda 

\ . 

·~ .. -

(6) 
Bendahara melaporbn 

kebutuban karcis retriba<;i 

bulan berikulnya kepada 
bendahara baraog 

(3) 

Kan:is diberi DOIIXll" 

oleb bcudabala IIIJiut 
kemudian diblgi J..-e 

jmu lllgib 

(4) 
Jwu Tagih melalrubn 

pcnagihan tepadl pc:daplg, 
kemudian juru tagil 

~lagilat kqada 
beodabara pene~m..i 

(5) 

Bendahalll ~ 
mencatat selurub 

pcmasukan dari JUfU lagih 
l:ernudian menyetolbn 
ke Bank dan mcmbuat 

lapoomnya secma berbJa 

Gambar 43 Siklus Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (l~il Obsenasi) 

I . Dispenda menyediakan karcis retribusi 

Karcis disediakan oleh Dispenda sesuai dengan jumlah permintaan Dinas 

Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar , Karcis di monsen dan di beri nomor 

seri oleh Dispenda, untuk perkiraan penagihan karcis selama 1 bulan. 

2. Karcis retribusi di terima oleh bendahara barang dinas Koperasi UMKM dan 

Pengelolaan Pasar 

Pada tahap ini karcis retribusi pelayanan pasar diambil oleh Dinas Koperas~ 

UMKM dan PengeloJaan Pasar ke Dispenda. Pennasalahan yang sering muncul 

adalah ketika pengambilan karcis, petugas pemegang karcis yang ada di 

dispenda sedang tidak ada di tempat, sehingga petugas yang mengambil karcis 

65 

16/41826.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



bisa 2 sampai 3 kali datang ke Dispenda sampai bertemu dengan orangnya. 

menurut penelit~ seharusnya pemegang karcis di Dispenda bukan terpaku pada 

l (satu) orang, tetapi pada sistem, jadi meskipoo pegawai yang bersangkutan 

tidak masuk tetapi secara sistem bisa digantikan oleh orang lain dalam rangka 

menyerahkan karcis tersebut. 

3. Karcis diberi nomor oleh bendahara sebelum diberikan kepada juru tagih 

setelah karcis dinomori, langsung disalurkan ke juru tagih. 

Karcis yang sudah diterima oleh beodahara baraog Dinas Koperas~ UMKM 

dan Pengelolaan Pasar ootuk kemudian diinvetarisir JaJu diberi nomor 

dipilah/dibagi per juru tagih sesuai dengan kebutuhan untuk perlciraan waktu 

penagihan 1 (satu) minggu sesuai dengan wilayah tagiban masing- masing. 

4. Juru Tagib melakukan penagiban kepada pedagang, kemudian juru tagih 

menyetorkan tagihan kepada Bendahara Penerimaan. 

Setelah menerima karcis dari bendahara barang, juru tagih kemudian Jangsung 

dilakukan penagihan sesuai wilayah kerja yang telah ditentukan. Juru tagih 

melakukan penagihan dengan memberikan karcis retribusi kepada pedagang, 

kemudian juru tagih menyetorkan basil tagihan kepada Bendahara Penerima. 

Permasalahan yang sering timbul dilapangan adalab jumlah setoran perhari 

dipengaruhi oleh faktor cuaca, se~ jika cuaca hu~ jumlab pedagang yang 

berjualan berlrurang, setoran pun berkurang. 

5 Bendahara penerimaan mencatat seluruh pemasukan dari juru tagih kemudian 

menyetorkan ke Bank, dan membuat laporannya secara berkala. 

Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelo)aan Pasar 

menerima basil setoran dan mencocokkan jumlab karcis retribusi yang 
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diserahkan oleh juru tagih. Seluruh setoran yang diterima pada hari itu 

diakumulas~ direkap dan dilaporkan kepada atasan kemudian uang disetor ke 

kas daerah melalui Bank Sumsel Babel. Laporan atas setoran retribusi dicatat 

dalam buka kas, dibuat rekapnya dalam bentuk harlan, mingguan dan bulanan. 

Pennasalahan yang sering timbul dalam tabapan ini adalah waktu untuk 

Bendahara Penerimaan memasukkan setoran retribusi ke Bank sangat 

ditentukan oleh ketepatan waktu dari masing- masingjuru tagih.jika ada salah 

satu juru tagih yang terlambat setor. maka Bendabara Penerimaan juga akan 

terlambat menyetorkannya ke kas daerah. Disamping ito dalam hal 

penyimpanan bonggol karcis yang sudah ditagihkan. Untuk alasan arsip 

penting keuangan yang sewaktu - waktu diperiksa oleb lembaga pengawas 

maka bonggol tersebut hams tetap tersimpan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun. Disini Dinas Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar kesulitan dalam 

menyimpannya dengan alasan keterbatasan tempat. 

6. Bendahara Penerimaan melaporkan kebutuhan karcis retribusi bulan berikutnya 

kepada bendahara barang. 

Pada minggu ke 3 (tiga) disetiap bulannya. Bendahara Penerimaan membuat 

melaporkan kebutuhan karcis untuk bulan berikutnya kepada bendahara barang 

dengan dasar rekapitulasi pemakaian dan setoran karcis harian dengan 

mempetbitungkan jumlah karcis yang diserahkan kepada juru tagih. 

7. Bendahara barang membuat permintaan karcis retribusi harian ke Dispenda 
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4.3 Anilisis Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar 

43.1 Content of Policy (lsi Kebijakan) 

lsi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan 

implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak 

populis, kebijakan menghendaki perubaban besar, biasanya akan mendapatkan 

perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementomya 

sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau 

merasa dirugikan. Implementasi Kebijakan merupakan proses yang dinamis, 

dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas kegiatan, sehingga pada 

akhirnya mendapatkan suatu basil sesuai dengan sasaran atau tujuan kebijakan itu 

sendiri. lmplementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting daJam 

keseluruhan tahapan kebijakan, karena pada tahap ini keseluruhan prosedur 

kebijakan dapat dipengaruhi tingkat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan 

dilaksanakan. lsi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut 

Grindle adalah sbb: 

1. Kepentingan yang mempengaruhi. 

Sehubungan dengan kepentingan yang mempengaruhi, indikator ini 

membicarakan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan. suatu kebijakan yang lahir selalu didasari atas suatu kepentingan. 

dalam hal ini akan dilihat sejauhmana kepentingan - kepentingan tersebut 

berpengaruh pada implementasi kebijakan ini. Dalam hal ini, Perda Nomor 14 

Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar muncul untuk dan membawa 

kepentingan - kepentingan tertentu, diantaranya adalah : 
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a Bagi Pemerintah 

Sesuai Visi dan Misi dari Dinas Koperas~ UMKM dan Pengelolaan Pasar. 

maka keberadaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak akan bisa lepas dari visi dan 

misi tersebut, dalam artian bahwa kepentingan retribusi pelayanan pasar bagi 

pemerintah adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pasar yang tertib 

Salah satu indik.ator yang menandakan bahwa suatu pasar tertib 

adalah bahwa manajemen Dinas Koperas~ UMKM dan Pengelolaan Pasar 

harus benar - benar bisa mengatur pedagang sesuai dengan kebijakan dari 

Dinas Koperasi itu sendiri. Menurut pengamatan penelit~ pelaksanaan 

retribusi pelayanan pasar belum bisa mewujudkan pasar yang tertib. Hal ini 

dibuktikan dengan keberadaan Pasar Inpres blok: B yang kondisinya sudah 

tidak layak lagi dipakai untuk t:ransak.<.i jual beli namun pada kenyataannya 

masih juga dipakai untuk transaksi jual beli. Dari dua pasar yang diarnati oleh 

Peneliti. yaitu Pasar Bukit Sulap dan Pasar Inpres. kondisi Pasar Inpres 

cenderung ramai dan semra~ sedangkan kondisi Pasar bukit sulap 

cenderung tertib karena sepi. 

Kondisi lantai 2 (dua) pasar inpres blok: B sudah ditinggalkan 

pedagangnya. namun lantai I (satu) masih tetap dipakai berjualan. Jib 

sewaktu - waktu bangunan roboh. masih tetap akan menimpa pedagang yang 

ada dilantai I (satu). Pengosongan Lantai 2 (dua) pasar lnpres Blok B itu 

sendiri bukannya tidak membawa pennasalahan barn. alih - alih menuruti 

Pemerintah Daerah Kota LubukJinggau melalui Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan Pasar untuk pindah ke Pasar Bukit Sulap, mereka malah 
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berjualan di trotoar dan badan jalan dari Jalan Jend. Soedinnan Galan 

protokol didepan pasar inpres blok B). Hal ini tentu membawa masalah ~ 

selain melanggar Paraturan Daerah tentang Ketertiban UmUID, pedagang 

tersebut juga menambah rumitnya permasalahan yang sudah ada. Dengan 

berjualan diatas trotoar dan badan jalan otomatis mengganggu kelancaran 

arus lalu lintas di jalan tersebut. Hal ini diperparah dengan parkir pembeli 

yang juga di badan jalan dan tukang ojek yang biasa mangkal ditempat 

tersebut. 

Namun. Dinas Koperas~ UMKM dan Pengelolaan Pasar bukannya 

tanpa usaha. seperti hanya apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Koperas~ 

UMKM dan Pengelolaan Pasar, beliau mengatakan bahwa : 

n bahwa sebenarnya pedagang yang ada berjualan di badan jalan hampir 
semua semua berasal dari lantai 2 (dua) blok B pasar lnpres. sisanya adalah 
pedagang musiman yang memang lebih suka berjualan dipinggir jalan. 
Mereka sebenarnya sudah diberikan tempat baru, yaitu di Pasar Bukit Sulap. 
uotuk tempat berdagangnya pun sudah diundi, bahkan sudah sejak tahun lalu. 
namun sampai sekarang pedagang lebih memilih bertahan di pasar inpres in~ 
bahkan sepertinya lebih senang jualan di jalan raya".(Wawancara 22 April 
2015) 

masih menurut beliau, bahwa penyebab mereka belum mau pindah adalah : 

"akses transportas~ pedagang banyak yang bertahan di Pasar lnpres dan rela 
berjualan di jalan karena mudahnya akses transportasi ke pasar inpres 
daripada ke pasar Bukit Sulap. hal ini disukung bahwa jalur angkutan kota 
melewati Pasar lnpres. selain itu adalah faktor kebiasaan pembeli, Pasar 
inpres adalah pasar tertua di Kota Lubuklinggau, jadi hal tersebut seakan
akan sudah tertanam di fikiran mereka bahwa kalau mau ke pasar besar ya 
kepasar lnpres".(Wawancara 22 April2015) 

Menyanglrut apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperas~ UMKM dan 

Pengelolaan Pasar, terutama pada tataran pelaksana, Kasi Ketentraman dan 
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Ketertiban Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar mengatakan 

bahwa: 

"kami hanya sebatas menjalankan perintah, ketika disuruh menertibkan ya 
kami tertibkan. pedagang kami suruh minggir, toleransi mereka 
diperbolehkan beljualan diatas trotoar. Banyak faktor yang membuat kami 
tidak bisa berlaku tegas dalam penertiban ini, diantaranya faktor politis dan 
faktor kemanusiaan. Ketika melakukan penertiban kami dibantu oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan dan Informatika. 

Seakan membenarkan pendapat Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan Pasar, salah satu pedagang ikan yang berjualan di pinggir jalan 

sekitar di Pasar lnpres khususnya Blok 8 mengatakan bahwa : 

"kami sudah pemah mencoba berjualan di Pasar Bukit Sulap pak. sekitar 
semingguan. tetapi jangankan untung pak. modal saja tidak berputar, rugi 
pak. Pasar Bukit Sulap masih sepi, baik pedagang maupun pembeli. Daripada 
nanggung rugi lebih banyak mending kami balik lagi jualan disini. Meski 
kucing - kucingan dengan petugas trantib pak. setidaknya kami ma'iih dapat 
untuk berjualan disini (dipinggir jalan)" (Wawancara 21 April2015) 

Senada dengan yang diutarakan oleh pedagang ikan. salah seorang pedagang 

sayur juga mengatakan : 

"jika disuruh beljualan di Pasar Bukit Sulap, ongkos transpot kami lebih 
besar, berapalah untung kami dari berjualan sayur pak. mending kami jualan 
disini. Sayur bukan barang awet pak. kalau dalam sehari tidak terjual barang 
itu terbuang saja pak".(Wawancara 21 Apri12015) 

Dari basil wawancara diatas, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

untuk mewujudkan kondisi pasar yang tertib tidak hanya menjadi beban 

Dinas Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar, tetapi juga membutuhkan 

peran dari instansi lain yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas 

Perbungungan dan Komunikasi dan Informatika. dari sesi penertiban 

pedagang dan pengaturan lalu lintas, pengaturan parkir, pangaturan rute 

anglrutan kota serta rekayasa jalur lalu lintas. Dalam kaitannya dengan 
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Retribusi Pelayanan Pasar, kondisi pasar yang tertib mendukung dan 

mempennudah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Jika Pasar dalam 

kondisi tertib, kemungkinan mendapatkan setoran pendapatan asli daerah dari 

bidang retribusi pelayanan pasar sudah tentu menjadi lebih besar, sebab pada 

pasar yang tertib adanya kepastian pemilik tempat berjualan. memudahkan 

dalam hal pemungutan retribusi. Selain itu, dalam kaitannya dengan 

pelayanan kepada masyarakat., kondisi pasar yang tertib juga memudahkan 

pembeli dalam mencari barang - barang yang diinginkan. Dalam pasar yang 

tertib seharusnya terdapat zonasi/pengelompokan pedagang berdasarkan atas 

barang yang dijualnya, misalnya saja kelompok penjual sayur, penjual 

daging, penjual ayam, penjual ikan, penjual pecah be~ buah- buahan dan 

lain -lain. 

2. Mewujudkan pasar yang bersih 

Secara umum, yang bertanggung jawab atas kebersihan di Kota 

Lubuklinggau adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau. 

Namun khusus kebersihan dalam lingkungan pasar menjadi tanggung jawab 

Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar. Dalam rangka mewujudkan 

kebersihan pasar tersebut., Dinas koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar 

telah memiliki sarana dan pra.sarana penunjang, diantaranya adalah : 

1. Mobil Dump Truck Sampah 2 (dua) buah. 

2. Motor Pick Up I (satu) buah. 

3. Mesin lncerenator (pembakar sampah) di pasar Bukit Sulap 

4. Mesin Pengolah Kompos 1 ( satu) unit besar. 
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5. pegawai PHL kebersihan yang terdiri dari 

- sopir mobil sampab 

- kenek mobil sampah 

- petugas sapo 

dari sejumlab pegawai PHL kebersihan tersebut bekerja dcngan 

sistem shif pagi dan shif sore dengan pembagian wilayab kerja 

masing - masing. 

Dalam kaitaonya dengan Retribusi Pelayanan Pasar, kebersihan pasar 

adalab salab satu bentuk timbal balik dari pemungutan retribusi pelayanan 

pasar tersebut, pedagang membayar retribusi, untuk kemudian Dinas 

Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar bertanggung jawab atas kondisi 

kebersihan pasar. 

3. Mewujutkan pengelolaan pasar yang profesional 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pasar yang profesional tidak 

bisa tcrlepas dari fungsi manajemen, yaitu perencanaan. pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

a. Perencanaan 

Aspek perencanaan sangat berpengaruh terbadap kondisi yang ada. Dari 

perencanaan bisa diketahui berapa jumlah pasar yang ada, berapa potensi 

pendapatan dari pasar yang ada tersebut serta pasar mana yang masih bisa 

dikembangkan. Disamping itu fungsi perencanaan juga menyentuh berapa 

target yang harus dicapai dalam kaitannya dengan pemungutan Retnousi 

Pelayanan Pasar. 
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b. Pengorganisasian 

Suatu organisasi perlu Wltuk mengalokasikan dan menugaskan kegiatan 

diantara para anggotanya agar tojuan dari organisasi tersebut dapat 

tercapai dengan efisien. Jadi dalam hal ini pembagian togas antar orang -

orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar 

harus jelas. jangan sampai teJjadi tmnpang tindih kewenangan. Jika aspek 

pengorganisasian sudah berjalan dengan baik dan benar, jika ada suatu 

kesalahan maka akan cepat terlihat dimana letak kesalaban ter'sebut dan 

bagaimana cara mengatasinya. 

c. Pelaksanaan 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) 

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi 

perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubWlgan dengan 

aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru 

lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung deogan 

orang-orang dalam organisasi. Aspek pelaksanaan tidak lain merupakan 

upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui 

berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran. togas dan 

tanggoog jawabnya. Pelaksanaan merupakan fungsi yang paling 

fundamental dalam manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai 

jenis tindakan ito sendiri, agar semua anggota kelornpok mulai dari tingkat 
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teratas sampai terbawah, berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai 

rencana yang telah ditetapkan semula, dengan cara terbaik dan benar 

d. Pengawasan 

Pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah 

segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang 

digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk 

menentukan rencana kerja yang akan datang. Dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. kepentingan pemerintah dalam hal 

pengawasan sangatlah luas. 

Kedalam. pemerintah harus bisa mengawasi aparat - aparatnya supaya 

dalam implemeotasi retribusi pelayanan pasar tidak teljadi penyimpangan. 

Pengawasan pemerintah terhadat aparatnya dalam hal ini bisa dicontohkan 

pengawasan terhadap petugas juru tagih agar tidak melakukan pungli dan 

menyetorkan seluruh jumlah tagihannya, petugas kebersiban agar 

melaksanakan kewajabiban sebagaimana mestinya dan petugas - petugas 

lainnya supaya dapat melaksanakan tugasnya masing - masing sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Keluar. pemerintah harus bisa mengawasi setiap elemen yang terlibat 

dalam pelaksanaan kegiatan di pasar, misalnya saja pengawasan terhadap 

pedagang dalam rangka agar pedagang - pedagang tersebut tidak menjual 

makanan - makanan yang kadaluarsa, berformalin, mengadung borak, 

mencurangi timbangan dan lain-lain yang intinya tindakan pedagang 

tersebut bisa merugikan konsumen. Selain itu pemerintah juga harus 

mengawasi elemen preman-preman pasar yang terkadang menyamar 
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sebagai pengamanan swakarsa pasar untuk menghindarkan konflik antara 

preman pasar dengan pemerintah, preman pasar dengan pedagang ataupun 

antara pemerintah dengan pedagang. 

4. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah. 

Dalam rangaka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota 

Lubukinggau. salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya 

dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi. Apabila target 

terpenuhi secant makasimal (I 00%) berarti sesuai yang diharapkan akan 

tetapi jika belurn mencapai target maka kontribusi penerimaan retribusi 

pelayanan pasar dalam peningkatan pendapatan asli daerah belurn maksimal. 

lmplementasi merupakan salah satu tahap penting dalam pelaksanaan 

pemungutan retribusi pelayanan pasar. Untuk melihat apakah pelaksanaannya 

sudah berjalan baik atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat 

dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelurnnnya. Berikut tabel 

target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Kota Lubuklinggau : 

Tabel4.5 

Perincian penerimaan Target dan Realisasi Retribusi Pegelolaan Pasar Pasar pada Dinas 

Koperasi, UMKM dan Pengdolaao Pasar dari TahlDI 2000-2014Target 

No Tahun Anggaran Target(Rp) Realisasi (Rp) Persentase% 

1 2010 1.198542.200 739.952.150,- 61,74 

2 2011 1.198.542200 883.453.850,- 73,71 

3 2012 1.198.542.200 981.484.000,- 81,89 

4 2013 1.198.542200 997 330.000,- 83,21 

5 2014 1.198542200 8183n.ooo.- 68,28 

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar 2015 
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Dari tabel 4.5 terlihat bahwa realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota 

Lubuklinggau selama 5 (lima) tahun terakhir tidak penah mencapai target 

Hal ini patut dipertanyakan mengingat potensi dari Retribusi Pelayanan Pasar 

yang sebenamya cukup strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah 

sebagaimana terlihat dalam tabel4. 6: 

Tabel4.6 

Daftar Potensi Kios, Lods, dan Pld pada Pasar Kota Lubuklinggau 
Tahun 2015 

No NamaPasar Kios Lods/Hamparan Ruko 

I Pasar Blok A. Lubuklinggau 338 

2 Pasar Blok B. LubukJinggau 77 570 

3 Pasar Ikan Simpang Periuk 30 210 

4 Pasar Bukit Sulap 68 300 110 

5 Pasar Moneng Sepati 140 

6 Pasar Satelit 74 95 

7 Pasar Tanjung Aman Belum Beroperasi 

Pasar Mesat Seni Belum Beroperasi 
. 

Sumber Data: Dinas Koperas~. UMKM dan Peogelolaan Pasar Kota Lubuklmggau tabun 2015 

dengan potensi pedagang yang begitu banyak, seharusnya target pendapatan 

daerah dari Retribusi Pelayanan Pasar bisa dicapai, yang menurut Kepala 

Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar adalah sebagai berikut : 

"retn"busi pelayanan pasar tidak mencapai target disebabkan banyak hal, 
misalnya saja masih ada pasar yg belum berfungsi secara maksirnal yaitu 
pasar simpang periuk, dan pasar bukit sulap, kedua pasar ini masih sep~ 
masih banyak tempat yang kosong" .(Wawancara 22 April 2015) 

Ditambahkan oleh Kepala Seksi Pendapatan pada Dinas Koperasi, UMKM 

dan Pengelolaan Pasar bahwa : 

"penyebab tidak terpenuhinya target PAD dari bidang retribusi pasar 
diantaranya adalah Pasar lnpres Blok B tidak lagi ditarik retribusi 
dikarenakan kondisi bangunan pasar yang sudah memprihatikan dan tidak 
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kondusif lagi untuk: transaksi jual beli., sedangkan pedagang yang ada belum 
mau pindah ke tempat yang sudah disediakan, kebijakan dari pirnpinan untuk 
pasar inpres Blok B tersebut tidak dikeluarkan Jagi segala bentuk administrasi 
termasuk penarikan retribusi agar pedagang mau pindah ke tempat yang telah 
disediakan. Sasaran dari retn"busi pelayanan pasar adalah pedagang yang 
berjualan pasar yang dikelola oleh pemerintah, mereka (pedagang) dikenakan 
retribusi jika mereka sedang berjualan. jika tidak berdagang maka tidak 
dikenakan retribusi. Hal lain adalab besaran nilai Rp. 1000,-llapak/hari 
dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman." (Wawancara 22 
April2015) 

Dari wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas 

Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar seharusnya lebih intensif dalam 

penarikan retribusi pelayanan pasar. Disamping itu, dalam penetapan target 

penerim~ seharusnya memperbatikan kondisi nyata di lapangan dan jangan 

terpaku dengan data- data yang sudah ada sebelumnya. Hal lain yang juga 

tak kalah pentingnya adalah perawatan sumber daya yang ada, misalnya 

bangunan gedung pasar ito sendiri. Pekerjaan rumah lainnya bagi Dinas 

Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar adalah menggali potensi - potensi 

lain untuk dijadikan sumber pendapatan. Sebab dalam aturan tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar yaitu Peraturan Daernh Nomor 14 tahun 2010 

hanya tarif retribusi yang ada hanya dikenakan kepada tempat jualan 

pedagang yang ada, dalam peraturan tersebut tidak membabas pengenaan tarif 

untuk pengelolaan kebersihan, pemakaian listrik maupun pemindah tanganan 

tempat jualan. Sedangkan di daerah lain, hal - hal tersebut sudah wajar untuk 

dikenakan tarif retribusi. 

b. Bagi Pedagang. 

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya 

disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
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pemberian izin tertentu yang kbusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dalam kaitannya 

dengan Retribusi Pelayanan Pasar, bahwa retribusi tersebut dibayarlam kepada 

pemerintah atas jasa atau pembeian izin tertentu yang diterima oleh pedagang 

ketika berada dalam linglrungan pasar. Dalam ba1 ini pedagang diminta membayar 

retribusi atas pemakaian tempat untuk beljualan. Oleh sebab itu. menurut peneliti. 

adanya pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar ini adalah sebagai aspek legalitas 

bagi pedagang dalam berjualan. Artinya bahwa para pedagang beljualan diatas 

tempat yang memang disediakan untuk mereka beljualan. jadi ketika mereka 

membayar retribusi ini tidak ada alasan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas 

Koerasi~ UMKM dan Pengelolaan Pasar untuk melakukan pen~ namun 

menurut peneliti masih memungkinkan dilakukan penertiban selama pedagang 

tersebut tidak mematuhi aturan - aturan yang ada. Misalnya memperluas tempat 

mereka berjualan dengan cara menambah jumlah meja atau dengan menaruh 

kotak - kotak kayu dimana dapat mengganggu pedagang lainnya. 

c. Bagi Preman 

Tidak dipungkiri, dalam setiap pasar sangat mudah untuk menemukan 

preman - preman pasar dalam apapun bentuknya. Hal yang paling sering 

ditem~ biasanya preman - preman ini bennetamorfosis dalam bentuk pam 

swakarsa pasar. Secara umum, keberadaan mereka tidak berpengaruh langsung 

terhadap penerapan retribusi pelayanan pasar, namun kadang - kadang keberadaan 

mereka memberatkan pedagang - pedagang yang ada. Seperti halnya disampaikan 

oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar bahwa : 

"istilah preman sekarang kayaknya tabu untuk disebut, di pasar - pasar 
biasanya mereka ada, bahkan keberadaannya diakui namun dalam bentuk 
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keamanan swakarsa pasar, selama itu tidak membuat ribut, dan tidak ada 
keluhan dari pedagang kita tidak bisa berbuat apa - apa" {Wawancara 22 
April2015). 

Hal senada juga disampaikan oleh kepala seksi kearnanan dan ketertiban Dinas 

Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, beliau menyebutkan bahwa : 

n ada, mereka biasanya muncul sebagai pengamanan swakarsa pasar, 
kelihatannya mereka dan pedagang saling membutuhkan. soalnya 
pedagang yang baru mau berjualan biasanya menanyakan kepada mereka 
dimana ada tempat kosong, selama keberadaan mereka tidak meresahkan 
kami tidak bisa menindak" (Wawancara 22 April2015). 

Ketika dikonfirmasi langsung ke kelompok yang dianggap sebagai preman 

mengatakan bahwa mereka bukan preman namun keamanan swakarsa yang juga 

bertugas menjaga keamanan pasar, beliau mengatakan bahwa : 

"kami bukan preman, kami petugas keamanan, kami meminta uang 
bukan cuma-cuma, karni mengandalkan jasa untuk menjaga keamanan 
mereka, terutama dimalam hari saat mereka tidak ada ditempat. Kalau 
pemerintah kan mengambil retribusi tempat untuk berjualan, kalau kami 
menjual jasa menjaga tempat jualan tersebut agar tetap aman, keberadan 
kami membantu pemerintah dan pedagang. dan kami pun mengganti 
kerugian pedagang jika ada pedagang yang kehilangan barang ataupun 
kemalingan" {Wawancara 22 April2015). 

Petugas keamanan lain ketika dikonfirmasa hanya menjawab dengan singkat 

"kami hanya mencari sesuap nasi, tolong jangan ganggu". Namun hal berbeda 

didapatkan ketika peneliti menanyakan fenomena tentang preman ini kepada 

pedagang. Salah satu pedagang kios dalam pasar lnpres mengatakan bahwa : 

"memang benar mereka (preman) berfungsi sebagai penjaga kemanan, 
mereka menjaga keamanan tempat ini ketika saya tinggalkan, namun 
jangan pemab coba-coba untuk tidak membayar, bisa - bisa besok 
gembok kios tidak bisa dibuka. saya pemah mengalaminya" (Wawancara 
22 April 20 15). 

Dan ketika ditanyakan berapa jasa mereka pedagang tersebut tersenyum sambil 

berkata "yangjelas jaub lebib besar dari apa yang kami bayar kepada pemerintab". 
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dari wawancara tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa keberadaan 

preman memang ada, mereka tidak berkepentingan apapun terbadap Retribusi 

Pelayanan Pasar, malahan mereka mengambil uangjasa sendiri kepada pedagang. 

Namun selarna tidak ada gejolak dipedagang pemerintah tidak bisa bertindak apa -

apa, meskipun beredar rumor diantara pedagang bahwa kegagalan pemindahan 

pedagang seperti yang selama ini terjadi dilatarbelakangi oleh mereka. 

Secara singkat, bentuk kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan 

retribusi pelayanan pasar dapat dilihat pada tabel4.7: 

Tabe14.7 

Bentuk Kepentingan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar 

No Yang berkepentingan Bentuk Ket 
1. Pemerintah I. Mewujudkan pasar yang 

tertib 
2. Mewujudkan pasaryang 

bersih 
3. Mewujudkan pengelolaan 

pasar yang profesional 
4. Mewujudkan peningkatan 

pen daerah 
2. Bagi Pedagang 1. Aspek legalitas tern pat 

berjualan. 
2. Sebagai timbal balik jasa 

yang diterima dari 
pemerintah 

3. Bagi Preman I. Pasar adalah Tempat 
medapatkan penghasilan 

2. tumt serta berpartisipasi 
menjaga keamanan pasar 

Sumber : Hasil Observasi 

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

Da1am teorinya, kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada 

banyak orang akan lebih mudab diimplementasikan karena lebih mudah 

mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat. Dalam hal 
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implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar, merupakan suatu proses bubungan timbal balik antara 

masyarakat (pedagang) dengan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah 

menyediakan dan mengatur tempat untuk mereka (pedagang) berjualan, 

sedangkan pemerintah mendapatkan imbalan berupa uang sesuai dengan 

ketentuan yang ada dalam perda tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerab, seperti 

halnya yang dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan 

Pasar Kota Lubuklinggau : 

"Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan 
Pasar ini mengatur tentang besamya tarif retribusi bagi para pedagan~ 
baik yang berupa los, kios maupun pedagang yang berjualan di pelataran 
pasar, namu terbatas pada area pasar yang dikelola oleh Pemerintah 
Daerah, dan basil retribusi tersebut disetorlrn ke kas daerah sebagai 
bentuk Pendapatan Asli Daerah. (Wawancara 22 April2015). 

Senada dengan Kepala Dinas Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar, Kepala 

Seksi Pendapatan mengatakan bahwa : 

"Adanya retribusi pelayanan pasar membawa manfiJat baik bagi 
pemerintah maupun pedagan~ bagi pernerintah tentu saja adanya 
retribusi sudah tentu membawa pemasukan bagi pendapatan daerah, 
sedangkan bagi pedagang adanya pembayaran retribusi tersebut 
menandakan bahwa pedagang tersebut mendapatkan timbal batik I 
kontraprestasi terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal 
ini adalah tempat berjualan, aliran listrik/penerangan jalan dan 
kebersihan pasar"(Wawancara 22 April2015). 

Menanggapi hal tersebut salah satu pedagang sayur di Pasar lnpres mengatakan 

bahwa: 

"kami kak dak terti masalah Perda kak, yang pentin~ kami pacak 
bejualan, dak diusir-usir, dak apo-apo bayar yang penting penting pacak 
bejualan, nyari duit buat anak bini (Kami tidak mengerti masalah Perda 
tersebut, yang penting kami bisa berjualan, tidak apa-apa disuruh bayar 
yang penting bisa berjualan, mencari uang buat anak dan istri". 
(W awancara 21 April20 15) 
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Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh salah seorang pedagang 

ayam di Pasar Bukit Sulap, Beliau mengatakan bahwa : 

"memang benar selama ini saya membayar karcis retribusi, tidak 
masalah, tempat saya berjualan ini kan juga disediakan oleh pemerintah, 
dan yeng tidak kalah oenting kondisi pasar bersih karena sampah tiap 
hari diangk.ut oleh petugas"(Wawancara 21 April2015). 

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa manfaat 

pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut bagi Pemerintah adalah sebagai 

salah satu somber Pendapatan Asli ~ dan juga terciptanya pasar yang tertib, 

bersih sehat dan rapi. Disamping ito juga, manfaat Retribusi Pelayanan Pasar 

tersebut bagi pedagang adalah sebagai aspek legalitas mereka berdaganglberjualan 

diatas aset yang disediakan pemerintah daerah, disempaing ito fasilitas dimana 

mereka beljualan juga disediakan, baik listrik. air bersih dan terutama 

pengangkutan sampah serta kebersihan lingkungan. Secara singkat dapat dilihat 

pada tabel 4. 8 : 

Tabel4.8 
Bentuk Manfaat Retribusi Pelayanan Pasar 

No Manfaat Bentuk Ket 
I. B~ Pemerintah I. somber ..I. daerah 

2. Mewujudkan pasar yang 
bersih, tertib, sehat dan rapi 

2. Bagi Pedagang I. mendapatkan tempat untuk 
ber,jualan. 

2. mendapatkan pelayanan 
dalarn hal kebersihan, 
sampah, air bersih dan listrik . . 

Somber : Hasd Observasi 

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan. 

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai tojuan yang hendak 

dicapai. Pelaksanaan kebijakan tersebut hendaJrnya membawa perubahan dari 

kondisi yang ada sekarang. Namun pada pelaksanaannya di lapangan kadang yang 
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teljadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Implementasi Retribusi 

Pelayanan Pasar ini bertujuan untuk menata pasar sehingga transasi jual beli bisa 

dilalrukan dengan nyaman, disamping itu, dengan adanya retribus pelayanan pasar 

ini diharapkan bisa memberikan masukan yang signifikan untuk Pendapatan Asli 

Daerah. Hal ini seperti yang dikatakan Oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi 

UMKM dan Pengelolaan Pasar: 

"Adanya Paraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini 
dimaksudkan untuk menggali potensi - potensi penerimaan daerah untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah {PAD) Kota Lubuldinggau. 
Disamping itu, agar keadaan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah 
daerah bisa rapi dan bersi sehingga baik pedagang maupun pembeli yang 
dating ke pasar bias merasa nyaman, jauh daeri kescmrawutan". 
(Wawancara 22 April2015) 

Nam~ semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui 

kebijakan terse~ biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Perubahan 

perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen bisa mengambat tujuan yang 

ingin dicapai dengan adanya kebijakan tersebut. Seperti halnya yang dikatakan 

oleh salah seorang pedagang ikan di Pasar Bukit Sulap, beliau mengatakan bahwa 

"saya tabu kalau perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar itu ada seperti halnya yang tertulis pada karcis harian 
yang diberikan kepada kam~ namun dalam penafsiran saya, karcis 
tersebut adaJah karcis untuk retribusi kebersiban atas sampah kami, kami 
tidak tabu kalau karcis itu berbubungan dengan lapak kami, kami biasa 
bayar Rp 2000,- untuk 2 (dua) karcis dengan ulruran lapak 2 x 1 meter". 
(Wawancara 21 April 20 15) 

Dari wawancara diatas, pcnulis mengambil kesimpulan bahwa 

pemerintah mempunyai harapan yang besar atas adanya Peraturan Daerah Nomor 

14 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, utamanya dari sisi peningkatan 

pendapatan asli daerah {PAD) dan terciptanya pasar yang bersih, sebat aman dan 

tertib. Dari sisi pedagang, mereka berbarnp dengan pelaksanaan Retribusi 
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Pelayanan Pasar maka mereka mendapatkan pelayanan yang setimpal, diantaranya 

penyediaan tempat/Japak untuk beJjuaJan, kebersihan lingk.ungan pasar, 

penganglrutan sampah, penyediaan air bersib dan penyediaan aliran listrik. 

Namun dalam implementasinya harus ada pengawasan yang ketat terhadap 

pelaksana di Iapan~ sebab pemahaman akan isi dari suatu kebijakan akan 

sangat berpengaruh terbadap tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu kebijakan 

tersebut hams disosialisasikan dengan baik supaya perubaban yang diinginkan 

bisa dicapai. 

Tabel4.9 
Bentuk Jangkauan perubaban yang diinginkan 

No Manfaat Bentuk Ket 
1. Bagi Pemerintah I. peningkatan pendapatan asli 

daerah (PAD) 
2. terdptanya pasar yang bersih, 

sehat aman dan tertib 
. 2. Bagi Pedagang L Mendapatlcan pelayanan 

yang setimpal dalam hal 
penyediaan tempat!Japak 
untuk berjualan, kebersiban 
lingkungan pasar, 
pengangkutan sampah, 
penyediaan air bersib dan 
penyediaan aliran listrik 

Sumber : Hasil Observasi 

4. Kedudukan pengambil keputusan. 

Suatu Peraturan Daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah sudah pasti 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan - kebijakan 

yang dituangkan dalam peraturan daerah tersebut sudah tentu dibuat dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi serta karakteristik daerah tersebut. Begitu pula 

dalam Petatoran Daerah Nomor 14 talmn 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

ini, besaran tarif yang dikenakan sudah pasti atas pertimbangan yang matang. 
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Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 ini dirasakan 

belum meberikan kontnl>usi yang maksimal. Disamping itu juga Peraturan 

Walikota yang dijanjikan oleh peraturan daerah tersebut sampai sekarang belum 

juga terl>i~ seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Seksi pendapatan. yaitu: 

.. semenjak terbit perda ini sampai sekarang belum ada perwal sebagai 
petunjuk teknisnya. Oisamping itu, meski sudah terbit penla ini namun 
target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar selama 5 (lima) 
tahun terakhir tidak pernah mencapai target" (Wawancara 22 April 20 15) 

Masih menurut Kepala Seksi Pendapatan. penyebab dari tidak 

tercapainya target pemasukan pendapatan asli daerah tersebut dari beberapa hal, 

diataranya seperti yang beliau katakan : 

"penyebab tidak terpenuhinya target PAD dari bidang retribusi pasar 
diantaranya adalah Pasar Inpres Blok B tidak lagi ditarik retribusi 
dikarenakan kondisi bangunan pasar yang sudah memprihatikan dan 
tidak kondusif lagi untuk t:ransaksi jual beli. sedangkan pedagang yang 
ada belum mau pindah ke tempat yang sudah disedi~ kebijakan dari 
pimpinan untuk pasar inpres Blok. B tersebut tidak dikeluarkan lagi 
segala bentuk administrasi tennasuk penarikan retribusi agar pedagang 
mau pindah ke tempat yang telah disediakan. Sasaran dari retribusi 
pelayanan pasar adalah pedagang yang berjualan pasar yang dike lola oleh 
pemerintah, mereka (pedagang) dikenakan retribusi jika mereka sedang 
berjualan, jika tidak berdagang maka tidak dikenakan retnousi Hal lain 
adalah besaran nilai Rp. 1000, -llapaklhari dirasakan tida.k: sesuai lagi 
dengan perkembangan zaman." (Wawancara 22 April2015) 

DaJarn Perauran Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar jelas menyebutkan bahwa besaran tarif retribusi ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan biaya penyediaan jasa, kernampuan masyarakat, aspek 

keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa tersebut. Besara tarif 

retnnusi tersebut sudah tercantum dengan jelas nilainya berdasarkan ukuruan 

tempat berjualan dan kelas pasar terse~ namun sampai saat ini pengertian k.elas 

pasar ini belum terdefinisikan dengan je1as sebab petunjuk teknis pelaksanaan 
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Peraturan daerah ini belum terbit Namun pelaksanaan dilapangan akan sedikit 

berbeda jika merujuk pada kenyataan yang ada. salab satu petugas penagih 

retribusi di Pasar lnpres mengatakan babwa : 

"Pemungtan karcis retribusi (karcis harlan) sebesar Rp. I 000,- rupiah 
dikenakan per pedagang meski mereka beJjualan di laban yang kurang 
dari 1 meter persegi atau lebib dari sedikit, namun jika lapak jualan 
meraka besar biasanya mereka akan dikenakan 2 (dua) karcis harian 
tersebut". (Wawancara 23 Apri12015) 

Hal yang sedikit berbeda didapat dari salab seorang penjual sayuran di 

Pasar Inpres. menumt beliau berat atau tidaknya retribusi itu relative, kalau 

pembeli lagi ramai nilai Rp. 1000,- mudah didapat. namun kalau lagi sepi berat 

untuk membayar, seperti yang beliau katakan : 

"Saya dulu beljualan di pasar inpres blok B (dalam) namun karena 
khawatir bangunan pasar roboh saya pindah berjualan diluar (pinggir 
jalan), setiap hari saya bayar retribusi kebersihan Rp. 1000,-. Tapi kalau 
lagi sepi (dagangan belum lalru) saya jualannya pindab-pindab untuk 
menghindari petugas penagih pak. Apalagi kalau harga karet sedang 
murah seperti saat ini ~ pasar sepi bisa batik modal saja sudah syukur 
pak, jadi agak berat untuk bayar retribusi apalagi kalau dinaikkan, 
tam bah berat pak." (Wawancara 21 April 20 15) 

Sebenarnya, berdasarkan aturannya, seseorang dilarang berjualan diatas 

trotoar ataupun daerab milik jalan, namun, pada kenyataannya sehubungan Pasar 

lnpres Blok 8 untuk lantai 2 (dua) sudab tidak layak. untuk dipakai berjualan, 

mak.a banyak. pedagang diantara mereka yang kemudian berjualan di jalan seperti 

yang tampak pada gambar berikut : 
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Gambar 4.4 Kondisi Lantai 2 Pasar Inpres Blok B (basil observasi 21 April 2015) 

Gambar 4.5 Kondisi jalan yang semrawut akibat dipakai berjualan (basil 
observasi 21 April2015) 

Menurut Bapak Ansori (salah satu petugas penagih retribusi Pasar Inpres) kondisi 

ini sudah berlangsung lama, seperti yang beliau tuturkan : 
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n sekitar tahun 2012, pasar lnpres Blok 8 dinyatakan tidak layak lagi 
sebagai tempat berjualan dan kondisi bangunannya dikhawafukan roboh. 
semenjak itulah para pOOagang banyak yang berjualan dijalan dan 
membikin semrawutnya lalu lintas, namun meski mereka berjualan di 
trotoar dan jalan mereka tetap kami kenakan retribusi"(Wawancara 23 
April2015) 

Hal senada juga dikatakan oleh petugas penagih retribusi Pasar lnpres lainnya. 

beliau mengatakan bahwa : 

"untuk retribusi tetap kita tagih, sebab retribusi tersebut bukan sebagai 
legalitas mereka berjualan. namun sebagai timbal batik dari pelayanan 
kebersihan (pengangkutan sampah) dari Dinas Koperas~ UMKM dan 
Pengelolaan Pasar atas sampah - sampah yang dihasilkan oleh para 
pedagang. lagi pula. sebenamya mereka sudah dikasih tempat lagi oleh 
pemerintah untuk berjualan yaitu di Pasar Bukit Sulap, namun entah 
mengapa sampai sekarang mereka belum mau pindah" (Wawancara 22 
April2015) 

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan kinerja 

implementor dalam hal ini Dina'i Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar belum 

mem~ hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah selama 

tahun terakbir tidak pemah memenubi target Dalam Hal ini pemerintah memiliki 

asumsi bahwa tarif retribusi yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan zaman sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

dibebankan kepada mereka tidak pemah mencapai target. Sehingga Peratur.m 

Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar tersebut perlu 

ditinjau ulan~ jika tidak maka perlu dibuatkan petunjuk teknisnya baik berupa 

Peraturan W alikota ataupun lainnya agar pelaksanannya bisa lebih tepat sasaran. 

Namun disalah satu sisi Dinas Koperas~ UMKM dan Pengelolaan Pasar seolah -

olah kejar target atas setoran pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan 

kepada mereka, tanpa diimbangi kewajiban mereka sebagai instansi yang 

seharusnya paling bertanggung jawab atas kenyamanan dan ketertiban pasar, 
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terlepas bahwa sebenamya pemerintah sudah menyediakan tempat untuk relokasi 

pedap;mg itu sendiri dan pedaganglah yang sampai saat ini belwn mau untuk 

pin dab. 

5. Pelaksana program. 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tabun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar, Dinas Koperasi. UMKM dan Peogelolaan Pasar merupakan 

instansi pelaksana kebijakan tersebut. Dalarn implementasi kebijakan, 

kemarnpuan dan dulrungan sangat dibutuhkan oleh pelaksana program agar 

kebijakan tersebut mempunyai tingkat keberhasilannya yang tinggi. Oleh sebab 

itu Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar juga memerlukan dukungan 

dari instansi lain dalam pelaksanaan kebijakan ini. Seperti halnya yang 

disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, 

alur kelja penarikan retribusi pengelolaan pasar melibatkan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. dan juga Bank Sumsel Babel, hal ini seperti yang 

beliau utarakan: 

"Yang melakukan penagihan terhadap pedagang adalah juru tagih dari 
Dinas Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar, basil dari penagihan 
disetorkan ke Bendabara Penerima di Subbid Pendapatan Bidang 
Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar. 
Hasil dari retribusi tersebut setelah terlrumpul dari seluruh juru tagih, 
wajib disetorkan ke kas daerab melalui Bank Sumsel Babal pada hari itu 
juga. Laporan bulanan dari bendahara penerimaan disampaikan kepada 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Dinas 
Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar deogan pengawasan dan 
diketabui oleh Kelapa Sub Bidang Pendapatan. Kepala Bidang 
Pendapatan dan Kepala Dinas. Untuk karcis retribusi dicetak oleh Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diarnbil secara berkala oleh Dinas 
Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar dengan memperhitungkan 
karcis yang tercetak dan setoran pendapatan asli daerah. Untuk 
pengangkutan sampah pasar, Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan 
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Pasar melakukannya sendiri karena mempunyai annada mobil sampah 
sendiri". (Wawancara 22 Apn12015) 

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dalam 

melaksaoakan lmplementasi Peraturao daerab Nomor 14 Tabun 2010 tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar 

sebagai aktor utama dibantu oleh instansi lain guna memperlancar proses 

pelaksanannya . 

Gambar 4.6 Contoh Karcis Harlan Retribosi Pasar (Hasil Observasi 21 April2015) 

Gambar 4.7 Contoh Blangko Setoran Jmu Tagih ke Bendahara Penerima (Hasil 
Observasi 21 April2015) 
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6. Sumber daya yang disediakan. 

Dalam penerapan suatu kebijakan yang sudah dibuat, pemerintah tentu 

harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi implementor agar 

implementasi bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dalam 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tabun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan Pasar, beru.'iaba menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk 

memperlancar pelaksanaan peraturan daerah tersebut, diantaranya adalah : 

a. Juru Tagih 

Dari data yang ada di Dinas Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar, mereka 

memponyai 12 (dua belas)juru tagih seperti pada tabel4.9: 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Tabel4.10 
Daftar Juru Tagih 

Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar 

NAMA LOKASI PENAGIHAN 

Hadi Putra Pasar Inpres Blok A Pagi 

Ansori Pasar lnpres Blok A Pagi 

M. Yani Pasar Inpres Blok A Pagi 

Sukarman Pasar Inpres Blok A Subuh 

Rahman Pasar Satelit 

Komri Pasar Inpres Blok A Pagi 

Hardiansyah Pasar Inpres Blok A Pagi 

Sukri Pasar Simpang Periuk 

Zurmiyati Pasar Moneng Sepati 

Bam bang Pasar Bukit Sulap Subuh 

Apriyansyah Pasar Bukit Sulap Sore 

Novian PasarMambo 

KET 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

PNS 

Honorer 

Honorer 

Honorer 

Honorer 

Honorer 

Honorer 

Honorer 
. 

Sumber : Dinas Koperas1, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklmggau 2015 
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Dari data pada tabel 4.9 diketahui temyata masih ada Juru Tagih yang berstatus 

non PNS, padahal seharusnya untuk mengoptimalkan penarikan retribusi 

pelayaoan pasar tersebut, seharusnya juru tagih yang ada berasal dari PNS, sebab 

PNS mempunyai tanggung jawab dan beban ketja yang pasti, jika diketemukan 

penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut maka sanksi 

yang diberikan berdasarkan aturan yang berlaku. 

b. Petugas T ramtib 

Dalam rangka memperlancar proses penagihan retribusi pasar dan juga untuk 

menjaga keamanan dan ketertiban di lingungan pasar, Dinas Koperasi, UMKM 

dan Pengelolaan Pasar juga mempunyai pegawai tenaga kerja sukarela kontrak 

yang mempunyai togas pokok dan fungsi sebagai Petugas Trantib yng berjumlah 

23 (dua puluh tiga) orang. Dari jumlah tersebut sebenamya dirasakan kurang, 

sebab ke 23 (dua puluh tiga) orang tersebut hanya bisa mengcover dua pasar saja, 

yaitu Pasar Bukit Sulap dan Pasar lnpres, Sedangkan untuk Pasar Simpang Periuk 

belum ditempatkan petugas Trantib. Daftar Petugas Tramtib tersebut seperti 

terlihat pada tabel 4.10 sebagai berikut : 
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Tabel4.11 
Daftar Pegawai Tramtib 

Dinas ~ . UMKM dan ~ lolaan Pasar .operas~ 'engel 
No NAMA TEMP AT TIJGAS KET. 
1. M.Adim Pasar Bukit Sulap 

2. Bhakti Ariansyah Pasar Bukit Sulap 

3. Syamsi lrawan Pasar Bukit Sulap 

4. Hengki S Pasar Bukit Sulap 

5. Bayu Septiawan Pasar Bukit Sulap 

6. Tatang Suryadi Pasar Bukit Sulap 

7. Andiansyah Pasar Bukit Sulap 

8. David Pasar Bukit Sulap 

9. Effendi Pasar lnpres 

10. Mansyur Pasar lnpres 

11. Doni Septiawan Pasar lnpres 

12. Beni Masputra Pasar lnpres 

13. Sopian Effendi Pasar lnpres 

14. Hendri Pasar lnpres 

15. Erwin Lamano Pasar lnpres 

16. Febbi Musriyan Pasar lnpres 

17. Harimansyah. SH Pasarlnpres 

18. DeniS Pasar lnpres 

19. Mardiansyah Pasar lnpres 

20. Ghovinda Kumala Iskandar Pasar lnpres 

21. Fazli Pasar lnpres 

22. Angga Saputra Pasar lnpres 

23 Ibrahim Pasar lnpres 

. 
Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklmggau 2015 
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c. Petugas Kebersihan. 

Dalam Rangka menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 

tentang Retribusi Pelayaoao Pasar, Dina.s Koperasi, UMKM dan Pengelolaanjuga 

memperkerjakan 73 orang tenaga kerja sukarela kontrak sebagai tenaga 

kebelsihan terdiri dari Sopir dan Kenek mobil sam~ dan tukaog sapu yang 

dengao sistem pembagian kerja, ada yang di Asar Simpang Periuk, Moneng 

Sepati. Pasar Sateli~ Pasar lnpres dan Pasar Bukit Sulap 

d. Mobil sampab 

Untuk memperlancar proses pengaogkutan sampab dalam rangka memperlancar 

pelaksanaan Peraturan Darah Nomor 14 Tahun 20 l 0 tentang Retribusi Pelayanao 

Pasar, Dina.s K~ UMKM dan Pengelolaan Pasar juga memponyai 3 mobil 

sampah berupa 2 buah mobil dump truck dan I (satu) buah mobil pick up. 

Gambar 4.8 Salah Satu Dump Truck Pengang)rut Sampah Dinas Koperasi, 
UMKM dan Peogelolaan Pasar Kota Lubuklinggau ( observasi 21 April20 15) 

Meskipun sudah mempunyai banyak sumber daya yang disediakan dalam 

rangka pelaksanaan Retribosi Pelayanan Pasar, menurut Kepala Seksi Pendapatan 
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Dinas Koperas~ UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau masih ada 

beberapa hal yang perlu dilengkapi ditambah guna peningk.atan pelayanan, beliau 

mengatakan bahwa : 

"dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pedagang pembayar 
retribusi masih ada beberpa hal yang perlu dilengkap~ salah satunya 
adalah penambahan annada mobil sampah, jumlah kendaraan yang ada 
sekarang dirasakan tidak mampu lagi mengimbangi volume sampah 
pasar yang semakin hari semakin meningkat. Hal lain yang juga perlu 
diperbatikan adalah penambahan sumber daya manusia, baik dari segi 
kualitas dan juga kuantitas. Disamping itu perlu perbaikan terbadap 
sarana yang sudah ada sekarang, misalnya saja Pasar lnpres Blok B. 
Dengan koodisi bangunan yang sudah mengkhawatirkan tidak mungkin 
lagi kami menarik retribusi dari pasar tersebut, gimana mau mencapai 
target jika target PAD tidak dikurangi tapi satu satu blok pasar tidah bisa 
ditagib lagi retribusinya". (wawancara 22 Apri12013) 

Dari wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak 

tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang retribusi pasar salah 

satunya disebabkan oleh somber saya yang ada kurang memadai. Dalam hal ini 

kondisi bangunan Pasar lnpres Blok B yang sudah tidak layak lagi dipakai untuk 

berjualan sehingga tidak lagi ditagih retribusi pelayanan pasar, sedangkan target 

penerimaan pendapatan asli daerah ari retribusi pelayanan pasar tidak disesuaikan 

dengan perkembangan kondisi di lapangan. Untuk itu perlu langkah - langkah 

strategis secepatnya dalam mengatasi hal ini, apakah rehabilitasi pasar yang sudah 

ada dan atau relokasi pedagang ke pasar lain yang kondisinya jauh lebih baik. 

4.3.2 Context of Implementation (Konteks Implementasi) 

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplemetasikan juga akan 

berpengarub pada tingkat keberbasilannya, karena seberapapun baik dan 

mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran, basil 

implementasi tetap bergantung pada implementomya. Karakter dari pelaksana 
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akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan 

kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari 

kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari 

pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan 

pribadinya. sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. 

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi 

menurut Grindle adaJah sebagai berikut: 

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. 

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan 

tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplentasikannya. Apabila suatu kekuatan 

politik merasa berk.epentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun 

strategi guna memenangkan persaingan yang teljadi dalam implementasi sehingga 

mereka dapat menikmati outputnya. Dalam Suatu kebijakan, perlu diperhitungkan 

pula kekuatanlkekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor- aktor yang terlibat 

guna memperlancar jalannya proses implementasi kebijakan tersebut agar bisa 

mencapai tujuan yang diharapkan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, 

akan berpengaruh besar pada implementasi kebijakan tersebut, begitu juga dalam 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar ini. 

1. Pemerintah 

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa salah satu alur pembuatan Peraturan 

Daerah adalah usulan dari eksekutif (pemerintah daerah) yang disetujui dan 

disahkan bersama legislatif (DPRD). Dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar 
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ini Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai 

persepsi yang sarna bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) berlu digali lagi sumber - sumber penerimaan yang berpotensi 

memberikan tambahan pemasukan pendapatan bagi daerah. Terlebih lagi. 

pendapatan ini didapat atas tirnbal balik dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Dinas Koperas~ 

UMKM dan Pengelolaan Pasar : 

"lahimya Peraturan Dearah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Pengelolaan pasar ini murni didasari oleh keinginan pemerintah dalam 
menggali sumber-sumber penerimaan daJam rangka meningkatkan 
pendapatan asli daerah (PAD). tidak ada tendensi lain. jadi jangan sampai 
menimbulkan asumsi bahwa pemerintah mau menyengsarakao pedagang. 
toh tempat untuk berjualan disediakan oleh pemerintah. dan sampah dari 
pedagaogjuga diangkut oleb pemerintah" (wawancara 22 April2015) 

Selanjutnya Dinas Koperasi., UMKM dan Pengelolaan Pasar berperan 

sebagai implementor kebijakan. dalam artian bahwa Dinas Koperasi., UMKM dan 

Pengelolaan pasar melaksanakan penagihan retribusi pelayanan pasar di pasar-

pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai norma-norma yang tertera 

dalam Peraturao Daerah nomor 14 tahun 2014 tentaog Retribusi Pelayanan Pasar 

tersebut Segala sesuatu yang berkaitan dengan penagihan retribusi sebisa 

mungkin sesuai dengan hal - hal yang tertera pada perda tersebut. Seperti apa 

yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pendapatan Dinas Koperasi., UMKM dan 

Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau: 

"Kami hanya pelaksana kebijakan. apa yang kami laksanakan kami 
sesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang ada di perda tersebut. jika 
ada sesuatu ganjalan da1am pelaksanaannya di lapangan kami 
konsultasikan dan minta petunjuk dari atasan. seperti halnya untuk Pasar 
lnpres Blok B yang sejak tahun 2013 tidak lagi ditarik retribusinya, 
kemudian pedagang yang berjuaJan di jaian Jend Soedirman yang 
pengenaan retribusinya disosialisasikan sebagai retribusi kebersihan" 
(Wawancara 22 April2015) 
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Hal seoada juga diungkapkan oleh bendahara penerima Dinas Koperasi, UMKM 

dan Peogelolaan Pasar : 

"tugas saya menerima setoran retribusi dari para juru tagib. jik:a sudah 
terlrumpul pada hari itu juga saya setorkan ke kas daerab melalui Bank 
Sumsel Babel, sesuai apa yang terdapat di perda tersebut"(Wawancara 22 
April2015) 

kemudian ditambahkan lagi oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan pasar bahwa : 

"Usaha kami dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan 
ketertiban pasar kami rasa sudah keras meski kami menyadari belmn 
maksimal, tetapi pada kenyataannya target pendapatan asli daerah (PAD) 
yang dibebankan kepada kami belmn juga bisa kami penuhi, disamping 
itu masih saja ada pxtagang yang berjualan di jalan raya, meskipun kami 
sudah berusaha keras, mungkin dibutuhkan perfan tim terpadu untuk 
memindahkan dan menertibkan mereka"(Wawancara 22 April2015). 

2.Pedagang 

Para pedagang pada umumnya juga menyadari bahwa sebagai pemanfaat dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mereka hams membayar retribusi, 

namun hal tersebut dirasakan tidak memberatkan mereka, seperti apa yang 

diuangkapkan oleh salah seorang pedagang ikan di Pasar Bukit Sulap : 

"Namanya juga jualan di pasar milik negara mas, wajar hila bayar 
retribusi, kalau tidak mau bayar ya ga usah jualan. lntinya sib kami 
malah berterima kasih kepada pemerintah mas, sudah disediakan tempat 
untuk berjualan, kalau tidak mau nyari makan dimana kami, anak istri 
kami butuh uang mas, biaya hidup tambah maha.l sekarang". (Wawancara 
21 April2015) 

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang penjual sayuran di pinggir pasar 

inpres Galan Jendral Soedirman), menurut mengatakan bahwa : 

"memang masih ada yang gratis-gratis pak, kencing di we umum aja 
bayar, apaJagi jualan di pasar, masih untung pak. gak disuruh sewa 
tempat, tetapi kalau pas pembeli sepi ya kucing - kucingan dengan 
petugas pak".(Wawancara 21 April2015) 
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3. Preman Pasar (yang lebih senang disebut keamanan swakarsa) 

Menurut pengamatan peoelit~ keberadaan preman pasar (keamanan swakarsa) 

sebenarnya antara ada dan tiada. Secara struktural. keberndaan mereka diakui 

bahkan dibina oleh aparat keamanan pemerin~ sebab Surat Keputusan 

pembentukan organisasi mereka dikeluarkan oleh aparat keamanan pemerintah 

tersebut. Namun pada kenyataannya keberadaan mereka malahan menghambat 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerin~ termasuk menghambat 

pemindahan pasar itu sendiri. Menurut gosip yang ada di pegawai Dinas Koperasi 

UMKM dan Pengelolaan Pasar dan juga pedagang Pasar lnpres Blok B, preman 

(keamanan swakarsa) berperan pesar dalam menghalang halangi pemindahan 

pedagang dari Pasar lnpres Blok B ke Pasar Bukit Sulap bahkan mereka pemah 

mengusir dan melakukan pengancaman terhadap para pekerja yang mendapatkan 

borongan untuk melakukan pemagaran pasar lnpres Blok 8 pada tahun 2014. 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa 

lmplementasi suatu kebijakan dapat menimbulkan konflik bagi yang 

kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai 

"siapa mendapatkan apa"' dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri 

penguasa atau lembaga yang menjadi implementor. Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan Pasar selama ini dianggap tidak bisa bekerja dengan baik, salah satu 

indikatomya ada~ah tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) yang 

dibebankan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan anggapan 

bahwa ada "permainan" dalam proses pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini langsung 

mendapatkan reaksi dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, 

beliau mengatakan bahwa : 
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"Kami beketja berdasarkan aturan yang ada. apa yang diamanatkan oleh 
perda tersebut. itu yang kami laksanakan. Penyebab utarna tidak 
tercapainya target penerimaan PAD bukan karena kebocoran, tetapi lebih 
diakibatkan oleh Blok B Pasar lnpres yang tidak lagi ditagih retribusinya. 
Memang dimungkinkan terjadi kebocoran. namun dalam lrumlah yang 
tidak begitu signifikan, paling-paling sebatas rokok juru tagih. dan 
menurut saya ini bisa saya maklumi, sebab kami sebagai salah satu 
instansi penghasil PAD merasa tidak diperbatikan. Di Kota Lubuldinggau 
ini ada beberapa instansi menerima Tunjangan Kinerja Daerah yang 
besamya melebihi tunjangan diterima instansi lain. kami tidak termasuk 
dalam daftar instansi tersebut. padahal kami penghasil PAD. Harapan 
kami adalah semacam upah pungut atau semacamnya untuk memberi 
semangat mengejar target. jangan hanya bisa membebani. tapi 
seharusnya juga bisa menyemangati, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
saja ada upah pungutnya. masa retribusi pelayanan pa.sar tidak". 
(wawanca.ra 22 April2015) 

Hal yang tidak jauh beibeda juga diungkapkan oleh Kepala Seksi 

Pendapatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, beliau mengatakan 

bahwa: 

"Kami hanya menjalankan amanat perda yang dibebankan kepada kami. 
Kami sudah berusaha sekeras mungkin untuk merealisasikan target 
penerimaan PAD, namun itulah kenyataannya. banyak hal yang 
berpengaruh dalam pencapaian target tersebut. Kami juga menyadari 
kemungkinan kebocoran tersebut, dari tahun ke tahun pengawasan ke 
juru tagib semakin kami tingkatkan, mulai tahun ini kami mengganti 
sebagian juru tagih yang ada, semua juru tagih akan berasal dari PNS biar 
mudah memberikan sanksi jika mereka melakukan penyimpangan. Dan 
kami secara berkala juga akan mengadakan uji petik penagihan retribusi 
tanpa memberikan jadwalnya kepada juru tagih. semua kami lakukan 
untuk meningkatkan kinerja kami" (wawancara 22 April2015) 

Dari basil wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada 

potensi kebocoran dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar, akan tetapi hal 

tersebut bukanlah menjadi faktor utama tidak tercapainya target penerimaan 

pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar. Hal yang lebih 

penting dilakukan adalab perbaikan sarana prasarana pasar itu sendiri. Kondisi 

Pasar Inpres Blok B yang sudah tidak representatif untuk transaksi jual beli 
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sebaiknya segera dirahab ataupun dibangun ulang. ini demi kenyamanan kondisi 

pasar itu send~ jika hal tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan dalam 

waktu dekat sebailrnya pedagang yang bisa beljualan disitu direlokasi ke tempat 

yang lebih represenatatif. 

3. Kepatuban dan daya tanggap 

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan adanya kepatuhan dan daya tanggap 

akan isi kebijakan tersebut baik oleh pelaksana maupun oleh kelompok sasaran 

dirasakan sangat penting dalam rangka tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. 

Demikian juga dalam pelaksanaan Peraturan Daerab Nomor 14 Tahun 2010, 

adanya kepatuban dan daya tanggap dari aparatur pelaksana dan pedagang akan 

amanat perda tersebut dirasakan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan perda 

tersebut. yaitu target pemasukan pendapatan asli daerah. Seperti apa yang 

dikatakan oleb Kepala Seksi Pendapatan Dinas Koperasi. UMKM dan 

Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau : 

"Juru tagih melaksanakan tugasnya seperti apa yang tertuang dalam 
perda Besaran tarif retribusi yang tetapkan berdasarkan apa yang tertera 
pada perda. dan hal tersebut secara berkala disosialisasikan kepada 
pedagang. dan juga sudah tertera di karcis retribusi. Namun terkadang 
ada kendala di pedagang. Contobnya di Pasar Bukit Sulap ini. Dulu 
ketika pasar baru buka dan suasana Pasar Bukit Sulap masib sepi. 
pedagang utamanya yang berdagang di kios meminta keringanan 
pembayaran retribusi. Mereka tidak sanggup membayar apa retribusi 
sesuai dengan tarif yang ada di perda dan meminta membayar tarif 
minimun retribusi yang ada di perda. Atas dasar kemanusiaan karena 
kondisi pasar memang masih sepi dan pembeli belum banyak datang ke 
Pasar Bukit Sulap pennintaan tersebut dikabulkan. Namun sekarang, 
ketika kondisi pasar sudah ramai dan para pembeli banyak yang 
berdatangan ke Pasar Bukit Sulap pedagang di kios tersebut menolak 
membayar sesuai tarif dalam perda dengan ala.san bahwa mereka sudah 
biasa membayar segitu dan tidak: mau dinaikkan". (wawancara 22 April 
2015) 
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Ketika dikonfmnasi, salah seorang pemilik kios yang berada di Pasar Bukit Sulap 

mengatakan bahwa : 

"saya berjualan disini mulai dari pasar ini berdiri mas, dari dulu kami 
hanya membayar karcis ~ kalau sekarang mau dibebani lagi sewa 
bulanan kan berat mas, selama 3 (tiga) tahun berjualan disini saya sudah 
merasakan pahit getitnya berjualan mas, pasar ini dulu sepi, tidak ada 
pembeli yang tertarik kesini, sekarang aja yang mulai ramt; saya sampai 
sempat 2 (dua) kali menambah pinjaman di bank mas untuk menutup 
kerugian". 

Namun pemilik kios lain di lingkungan Pasar Bukit Sulap ada juga yang 

mengatakan bahwa : 

"kalau memang yang lain sepakat bayar, saya juga mau bayar, saya ikut 
arus saja, sepanjang pemerintah juga melaksanakan kewajibannya, 
sampah diangkut. listrik dipenuhi, air dipenuhi, bangunan pasar terns 
dibenahi dan fasilitas lain dilengkapi". 

Dari wawancara tersebut diatas bisa diambil kesimpulan sebagai 

pelaksana kebijakan. Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar sudah 

berusaha untuk selalu melaksanakan poin-poin yang ada dalam Peraturan Daerah 

Nomor 14 tahun 2010 tentang retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Namun dalam 

pelaksanaannya dilapangan terkadang ada saja hal -hal yang bisa menghambat 

usaha pencapaian tujuan yang dilakukan. Dalam hal pencapaian penerimaan 

pendapatan asli daerah., jika memang target yang diberikan tidak berbasil dicapai, 

Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar sebagai pelaksana kebijakan 

tersebut seharusnya bisa melakukan langkah - langkah lain, misalnya saja 

mengajukan penurunan target penerimaan pendapatan asli daerah. Disamping itu, 

Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar seharusnya bisa melakukan 

inovasi - inovasi dalam hal pemungutan retribusi, dengan memaksimalkan potensi 

- potensi penerimaan yang ada serta memperketat pengawasan terbadap pegawai -
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pegawai yang berbubungan langsung dengan proses pemungutan retribusi 

pelayanan pasar. 

Dari basil observasi lapangan terlihat pada mnumnya pedagang yang 

berada di Pasar Bukit Sulap patuh terbadap himbuan pemerintah dalam hal ini 

Dinas Koperasi, UMKM dan Peogelolaan pasar dalm hal menjaga ketertiban 

tempat berjualan. Namun masih ada satu dua pedagang yang memperlebar tempat 

jualannya dengan cara menambah meja ataupun menambah kotak - kotak. kayo di 

dekat lapak mereka berjualan. Sedangkan untuk pedagang di Pasar Inpres 

terutama yang turun ke Jalan Jendral Sudinnan. sebagian besar pedagangnya 

beijualan di badan jalan sehingga perlu untuk ditertibkan. 

Hal lain yang tak kalah penting untuk diperbatikan oleh Dinas Koperasi, 

UMKM dan Pengelolaan Pasar adalah pentingnya menjaga sumber daya yang 

mereka punya. Secara berkala harus dilakukan pengecekan terbadap aset - aset 

yang dipunyai. baik yang berupa bangunan maupun kendaraan, jika tidak 

dilakukan akan berpengaruh pada usaha mencapai tujuan. Hal ini bisa dilihat dari 

kondisi bangunan Pasar lnpres Blok B, ketika bangunan tersebut tidak lagi 

representatif sebagai tempat ual beli maka akan ditinggalkan oleh penjual. Dan hal 

tersebut secara langsung akan mempengaruhi pendapatan retribusi pelayanan 

pasar. 

4.3 Analisis Pembahasan Basil Penelitian 

Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa 

fasilitas dan prasamna pasar. Jasa tersebut diberikan kepada oleh pemerintah 

daearah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Hal ini tertuang 

dalam Peraturan Daerab Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang 
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Retribusi Pelayanan Pasar bahwa retribusi pelayanan pasar adalah setiap 

pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dik.elola pemerintah ~ di pungut 

retribusi dengan nama retribusi pelayanan pasar. 

Pasar - pasar di Kota Lubuklinggau memiliki potensi yang dapat 

digunakao untuk meningkatkan pendapatan asli daerab (PAD) Kota 

Lubuklinggau. Dalam pengelolaan potensi yang dimiliki oleh pasar - pasar di 

Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kota Lubuklinggau memberi tanggung jawab 

langswtg kepada Dinas Koperas~ UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota 

Lubuklinggau. Pada kenyataannya realisasi retribusi pelayanan pasar tidak pemah 

mencapai target yang telah ditetapkan. Padahal hal tersebut akan berdampak pada 

pengelol~ penataan, dan pernbaharuan pasar baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Karena apabila pedagang terlambat atau menunggak dalam 

kewajibannya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada waktunya, 

akan mengbambat dalam rencana pengelolaan dan pentaan pasar yang lebib baik 

lagi. Begitupun sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat 

waktu maka akan mendukung dalam pemungutan retribusi pasar juga untuk 

memajukan pasar. 

Sementara beberapa kasus yang ditemukan peneliti berdasarkan 

fenomena yang terjadi dilapangan sebagai berikut: 

1. Pemungutan retribusi pasar yang sudah ditetapkan tidak mencapai target. 

2. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang (wajib retribusi} dan cenderung untuk 

mengbindari kewajibannya membayar retribusi pasar. 

3. Kondisi fisik bangunan pasar terutama Pasar lnpres memerlukan pemugaran. 

rehabilitasi, revitalisasi bahkan jika perlu dilakukan pembangunan ulan g. 
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4. Masih ada pedagang yang beljualan di badan jalan. 

Namun hal- hal tersebut bukan semata - mata hal - hal yang 

mempengaruhi lrurang berbasilnya implementasi retribusi pelayanan pasar. ada 

hal - hal lain yang musti diperhatikan dalam rangka implementasi retribusi 

pelayanan pasar. ~hal- bal tersebut bernsal dari isi Peraturan Daerah No. 

14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dipakai sebagai dasar 

hokum pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut. Hal -hal tersebut 

antara lain : 

1. Bahwa nilai Rp. 1000,-/m2/hari untuk karcis harian dirasakan sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu untuk dinaikkan guna 

pencapaian target Pendapatan Asli Daerah 

2. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nom or 14 tahun 20 I 0 Tentang Retribusi 

Pelayanan Pasar, penentuan kelas jenis fasilitas dalam rangka penentuan tarif 

pengenaan retribusi tidak ada penjelasannya baik dalam peraturan daerah itu 

sendiri maupun petunjuk telmis pelaksanaannya, sehingga penentuan tarif 

pengenaan retribusi tidak jelas. 

3. Bahwa kebersihan linglrungan pasar, listrik dan air bersih belum termasuk 

poin - poin yang bisa ditarik retribusinya, padahal kebersihan lingkungan 

pasar. listrik dan air bersih disediakan dan diangarkan oleh pemerintah dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM dan 

Pengelolaan Pasar yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah dan 

merupak.an pengeluaran yang cukup besar. 

Hal - hal tersebut diatas diperparah oleh temuan - temuan pada waktu 

pelaksanaan pemungutan retribusi dilapangan, yaitu : 
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1. Keberadaan preman pasar yang berkedok. k.eamanan swak.arsa harus 

dibubarkan k.arena keberadaannya menghambat pemerintah daJam 

mewujudk.an pasar yang tertib, terbukti bahwa k.eberadaan merek.a buk.annya 

membantu program pemerin~ tetapi malah menghamba~ mengganggu 

pelak.sanaan program pemerintab itu sendiri. 

2. k.eberadaan pedagang yang menggelar dagangannya di badan jalan, sedangk.an 

dalam rangk.a mewujudk.an pasar yang tertib perlu pemindahan pedagang yang 

berjualan disepanjang jalan Jendral Soedirman tersebut. Dalam pelaksanaan 

pemindahan pedagang membutuhkan bantuan dari Tim Terpadu yang terdiri 

dari Dinas Perhubun~ Komunik.asi dan lnformati"k.a, Satuan Polisi Pamong 

Praja, dan Kepolisisan Republik. Indonesia. 

Mencermati fak.ta - fak.ta diatas., peneliti pada prinsipnya setuju ak.an 

pendapat bahwa dalam rangk.a mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan untuk. menciptakan pasar yang tertib, aman, nyaman dan sehat maka pertu 

dilakuk.an perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang 

Retnbusi Pelayanan Pasar terutama berlrnitan dengan tarif pengenaan retribusi,. 

obyek retnbusi dan juga jenis layanan apa saja yang bisa dikenakan rettnbusi. 

Selain itu, dari peraturan daerah yang ada, perlu dibuatkan standar operasi dan 

prosedur pelaksanaannya dalam rangka pelak.sanaan pemungutan retribusi 

pelayanan pasar. Selain itu, agar pasar bisa memberikan k.ontribusi yang maksimal 

dalam rangka penerimaan pendapatan daerah maupun menciptak.an pasar yang 

tertib, ~ nyaman dan sebat, tidak ada salabnya juga membuk.a wacana untuk. 

memisahkan pengelolaan pasar dari Dinas Koperasi,. UMKM dan Pengelolaan 

Pasar menjadi Perusahaan Daerah. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan basil penelitian yang telah dilakukan., bahwa model 

lmplementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kota Lubuklinggau mendekati model yang dikemukakan oleh 

Merille S. Grindle bahwa lrnplementasi Kebijakan dipengaruhi oleh : 

A. lsi kebijakan (Content of Policy) 

I. Kepentingan yang dipengamhi 

2. Tipe manfaat 

3. Derajat perubahan yang diinginkan 

4. Letak pengambilan keputusan 

5. Sumberdaya yang dilibatkan 

B. Konteks lrnplementasi (context of Implementation) 

I. Kekuasaan. kepentingan dan ~1rategi aktor yang terlibat 

2. Karakteristik lembaga penguasa 

3. Kepatuhan dan daya tanggap 

5.2 SARAN 

1. Dinas Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pasar seharusnya bisa mela.lrukan 

inovasi - inovasi dalam hal pemungutan retribusi, dengan memaksimalkan 

potensi - potensi penerimaan yang ada serta memperketat pengawasan 

terhadap pegawai - pegawai yang berbubungan langsung dengan proses 
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pemungutan retribusi pelayanan pasar. Misalnya saja dengan perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 14 TahWl 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 

ataupun membuat Peraturan Walikota sebagai penjabaran Peraturan Daerab 

Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, terutama terkait 

jenis - jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, tennasuk didalamnya, 

pelayanan kebersihanlpengangkutan sampab. pelayanan listrik, pelayanan air 

bersih (baik PDAM maupun air sumur bor), jasa keamanan dan ketertiban 

maupun sewa/retribusi kios. 

2. Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar sebagai pelaksana kebijakan 

tersebut seharusnya bisa melalrukan langkah - langkah lain, misalnya saja 

mengajukan penurunan target penerirnaan pendapatan asli daerah, 

memperketat pengawasan terbadap pegawai - pegawai yang berbubungan 

langsung dengan proses pemWlgutan retribusi pelayanan pa.sar, maupun 

mengadakan uji petik terbadap pernlDlgutan retribusi. 

3. Keberadaan preman pa.sar yang berkedok keamanan swakarsa hams 

dibubarkan karena keberadaannya menghambat program kerja pemerintah 

dalam mewujudkan ketertiban pasar, terbukti bahwa keberadaan mereka 

bukannya membantu program pemerintah, tetapi malah menghambat, 

mengganggu pelaksanaan program pemerintah itu sendiri. Dalam pengamanan 

selanjutnya sekali - kali perlu diadakan back up dari pihak Kepolisian baik 

untuk pengamanan rutin maupWl opernsi penyakit masyarakatlpremanisme. 
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B. Dolrumen dan Peraturan Perundangan 

Undang-Undang Nomor. 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Peraturan Pemerintah Nom or 66 Tahun 200 I tentang retribusi daerab 

Perda Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan 

Pasar 

LKPJ Walikota Lubuklinggau Tahun 2013 

LAKIP Dinas Koperasi. UMKM dan Pengelolaan Pa'ial' Kota Lubuklinggau 

Tabun2013 
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Lampiran 1 

PEDOMAN W A WANCARA 

Pedagang 

1. Apa yang anda ketahui tentang Perd Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi 

Pelayanar1 Pasar? 

2. Apakah ada pedagang yang merasa keberatan dengan retribusi harlan yang 

ditetapkan? 

3. Apakah Anda Keberatan dengan adanya Reribusi Pelayanan Pasar 

Bend ahara 

1. Sbagai Bendahara Penerima, Apa tugas bapak, bagaimana alur kerjanya? 

2. Setiap hasil penyetoran dari sduruhjuru tagih. Apakah di setor hmgstmg ke kas 

daerah? 

3. Apakah hasil setor bendahara dibendahara diketahui langsung oleh atasan? 

Kasi Pendapatan 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai Perda yang berlaku saat ini? 

2. Kcnapa target PAD tersebut tidak pcmah tercapai? 

3. Jika target PAD tidak tercapai, bisa dikatakan kinerj anda jelek, apakah karena 

kebocoran penerimaan? 

4. Hal Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya 

Ka. Dinas Koperasi UM~\1 dan PP 

1. Apakah Bapak ketahui tentang Perda Nomor 14 Tahun 2010 

2. Kepentingan apa yang mendasari keluarnya perda tersebut 
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3. Bisakah Bapak ceritakan tentang inti dari isi perda tersebut? 

4. Bagaimanakah Alur pelaksanaannya 

Jum Tagih 

1. Bagaimana Cara menghitung pengenaan tarif retribusi pelayanan pasar 

2. Bagaimana dengan pedagang yang berjua}an di pinggir ja}an di area pasar, apakah 

ditagih atau tidak? 
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Lampiran 2 

TRANSKRIP WA WANCARA 

Pedagang 
1. Apa yang anda ketahui tentang Perd Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar? 
# "kami kak dak terti masalah Perda kak, yang penting, kami pacak 
bejualan, dak diusir-usir, dak apo-apo bayar yang penting penting pacak 
bejualan, nyari duit buat anak bini (Kami tidak mengerti masalah Perda 
tersebut, yang penting kami bisa berjualan, tidak apa-apa disuruh bayar 
yang penting bisa berjualan, mencari uang buat anak dan istri". (pedagang 
Wawancara 21 April2015) 

#"saya tahu kalau perda Nom or 14 Tahun 20 l 0 tentang Retribusi 
Pelayanan Pasar itu ada seperti halnya yang tertulis pada karcis harian 
yang diberikan kepada kami, namun dalam penafsiran saya, karcis tersebut 
adalah karcis untuk retribusi kebersihan atas srunpah kami, kami tidak tahu 
kalau karcis itu berhubungan dengan lapak kami, kami biasa bayar Rp 
2000,- untuk 2 (dua) karcis dengan ukuran lapak 2 x l meter". (pedagang, 
Wawancara 21 April 2015) 

2. Apakah ada pedagang yang merasa keberatan dengan retribusi harian yang 
ditetapkan? 
Saya dulu berjualan di pasar inpres blok B (dalam) namun karena khawatir 
bangunan pasar roboh saya pindah berjualan diluar (pinggir jalan), setiap 
hari saya bayar retribusi kebersihan Rp. 1000,-. Tapi kalau lagi sepi 
(dagangan belum laku) saya jualannya pindah-pindah untuk menghindari 
petugas penagih pak. Apalagi kalau harga karet sedang murah seperti saat 
ini pak, pasar sepi bisa balik modal saja sudah syukur pak, jadi agak berat 
untuk bayar retribusi apalagi kalau dinaikkan, tambah berat pak." 
(pedagang, Wawancara 21 April2015) 

3. Apakah Anda Keberatan dengan adanya Reribusi Pelayanan Pasar 
#"Namanya juga jualan di pasar milik negara mas, wajar bila bayar 
retribusi, kalau tidak mau bayar ya ga usah jualan. Intinya sih kami malah 
berterima kasih kepada pemerintah mas, sudah disediakan tempat untuk 
berjualan, kalau tidak mau nyari makan dimana kami, anak istri kami 
butuh uang mas, biaya hidup tambah mahal sekarang". (Ujang Amin, 
Wawancara 21 April 20 15) 
#"memang masih ada yang gratis-gratis pak, kencing di we umum aja 
bayar, apalagi jualan di pasar, masih untung pak gak disuruh sewa 
ternpat" .(pedagang, Wawancara 2 l April 20 l 5) 

Bendahara 
1. Sbagai Bendahara Penerima, Apa tugas bapak, bagaimana alur kerjanya? 

Jawab: 
"tugas saya menerima setaran retribusi dari para juru tagih, jika 

sudah terkumpul pada hari itu juga saya setorkan ke kas daerah melalui 
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Bank Sumsel Babel, sesuai apa yang terdapat di perda 
tersebut"(Wawancara 22 April2015) 

2. Setiap hasil penyetoran dari seluruh juru tagih. Apakah di setor langsung 
ke kas daerah? 
Jawab: 

Y a, Seluruh hasil penyetoran langsung diseror ke kas daerah 
melalui Bank Sumsel Babel. 

3. Apakah basil setor bendahara dibendahara diketahui langsung oleh atasan? 
Jawab: 

Wajib Lapor, jadi Seluruh hasil setor bendahara dibukukan 
menjadi laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan dan 
diketahui oleh atasan yang sifatnya berjenjang dari Kasi 
Pendapatan, Kabid, Kepala Dinas dan Dinas Pendapatan Daerah. 

Kasi Pendapatan 
1. Bagaimana pendapat anda mengenai Perda yang berlaku saat ini? 

Jawab: 
"semenjak terbit perda ini sampai sekarang belum ada perwal 
sebagai petunjuk teknisnya. Disamping itu, meski sudah terbit 
perda ini namun target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi 
pasar selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pemah mencapai target" 
(Wawancara 22 April2015) 

2. Kenapa target PAD tersebut tidak pemah tercapai? 
Jawab: 

"penyebab tidak terpenuhinya target PAD dari hi dang retribusi 
pasar diantaranya adalah Pasar Inpres Blok B tidak lagi ditarik 
retribusi dikarenakan kondisi bangunan pasar yang sudah 
memprihatikan dan tidak kondusif lagi untuk transaksi jual beli, 
sedangkan pedagang yang ada belum mau pindah ke tempat yang 
sudah disediakan, kebijakan dari pimpinan untuk pasar inpres Blok 
B tersebut tidak dikeluarkan lagi segala bentuk administrasi 
termasuk penarikan retribusi agar pedagang mau pindah ke tempat 
yang telah disediakan. Sasaran dari retribusi pelayanan pasar 
adalah pedagang yang berjualan pasar yang dikelola oleh 
pemerintah, mereka (pedagang) dikenakan retribusi jika mereka 
sedang berjualan, jika tidak berdagang maka tidak dikenakan 
retribusi. Hal lain adalah besaran nilai Rp. 1000,-/lapak/hari 
dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman." 
(Wawancara 22 April2015) 

3. Jika target PAD tidak tercapai, bisa dikatakan kinerj anda jelek, apakah 
karena kebocoran penerimaan? 

"Kami hanya menjalankan amanat perda yang dibebankan kepada 
kami. Kami sudah berusaha sekeras mungkin untuk merealisasikan 
target penerimaan PAD, namun itulah kenyataannya, banyak hal 
yang berpengaruh dalam pencapaian target tersebut. Kami juga 
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m~nyadari kt:mungkinan k~bocoran t~rs~but, dari tahun k~ tahtm 
pengawasan ke juru tagih semakin kami tingkatkan, mulai tahun ini 
kami mengganti sebagian juru tagih yang ada, semua juru tagih 
akan berasal dari PNS biar mudah memberikan sanksi jika mereka 
melakukan penyimpangan. Dan kami secara berkala juga akan 
mengadakan uji petik penagihan retribusi tanpa memberikan 
jadwalnya kepada juru tagih, semua kami lakukan untuk 
meningkatkan kinetja kami" (wawancara 22 April2015) 

4. Hal Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya 
Jawab: 

"dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pedagang pembayar 
retribusi masih ada beberpa hal yang perlu dilengkapi, salah satunya 
adalah penambahan armada mobil sampah, jumlah kendaraan yang ada 
sekarang dirasakan tidak mampu lagi mengimbangi volume sarnpah pasar 
yang semakin hari semakin meningkat. Hal lain yang juga perlu 
diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia, baik dari segi 
kualitas dan juga kuantitas. Disarnping itu perlu perbaikan terhadap sarana 
yang sudah ada sekarang, misalnya saja Pasar Inpres Blok B. Dengan 
kondisi bangunan yang sudah mengkhawatirkan tidak mungkin lagi kami 
menarik retribusi dari pasar tersebut, gimana mau mencapai target jika 
target PAD tidak dikurangi tapi satu satu blok pasar tidah bisa ditagih lagi 
retribusinya". (wawancara 22 April 2013) 

"Kami hanya pelaksana kebijakan, apa yang kami laksanakan kami 
sesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang ada di perda tersebut, jika 
ada sesuatu ganjalan dalam pelaksanaannya di lapangan kami 
konsultasikan dan minta petunjuk dari atasan"((Wawancara 22 April 20 15) 

Ka. Dinas Koperasi UMKM dan PP 
1. Apakah Bapak ketahui tentang Perda Nom or 14 Tahun 201 0 

Jawab: 
"Perda Nomor 14 Tahun 2010 ini lahir dalam rangka tanggung 

jawab pemerintah untuk mengatur dan mengelola pasar sebagai salah satu 
sendi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai dasar hukum bagi 
pemerintah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dari bidang 
Pelayanan pasar." (Wawancara 22 April2015). 

2. Kepentingan apa yang mendasari keluarnya perda tersebut 
"lahirnya Peraturan Dearah Nom or 14 Tahun 2010 tentang Retribusi 
Pengelolaan pasar ini mumi didasari oleh keinginan pemerintah dalam 
menggali sumber-sumber penerimaan dalam rangka meningkatkan 
pendapatan asli daerah (PAD), tidak ada tendensi lain, jadi jangan sampai 
menimbulkan asumsi bahwa pemerintah mau menyengsarakan pedagang, 
toh tempat untuk berjualan disediakan oleh pemerintah, dan sampah dari 
pedagangjuga diangkut oleh pemerintah" (wawancara 22 April2015) 
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2. Bisakah Bapak ceritakan tentang inti dari isi perda tersebut? 
Jawab: 
#"Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Pasar ini 
mengatur tentang besarnya tarif retribusi bagi para pedagang, baik yang 
berupa los, kios maupun pedagang yang berjualan di pelataran pasar, namu 
terbatas pada area pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan basil 
retribusi tersebut disetorkn ke kas daerah sebagai bentuk Pendapatan Asli 
Daerah. (Wawancara 22 April2015) 
#"Adanya Paraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini 
dimaksudkan untuk menggali potensi - potensi penerimaan daerah untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau. 
Disamping itu, agar keadaan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah 
daerah bisa rapi dan bersi sehingga baik pedagang maupun pembeli yang 
dating ke pasar bias merasa nyaman, jauh daeri kesemrawutan". 
(Wawancara 22 April2015) 

Bagaimanakah Alur pelaksanaannya 
Yang melakukan penagihan terhadap pedagang adalah juru tagih dari 
Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, basil dari penagihan 
disetorkan ke Bendahara Penerima di Subbid Pendapatan Bidang 
Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar. 
Hasil dari retribusi tersebut setelah terkumpul dari seluruh juru tagih, 
wajib disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babal pada hari itu 
juga. Laporan bulanan dari bendahara penerimaan disampaikan kepada 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Dinas Koperasi, 
UMKM dan Pengelolaan Pasar dengan pengawasan dan diketahui oleh 
Kelapa Sub Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala 
Dinas. Untuk karcis retribusi dicetak oleh Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah diambil secara berkala oleh Dinas Koperasi, UMKM dan 
Pengelolaan Pasar dengan memperhitungkan karcis yang tercetak dan 
setoran pendapatan asli daerah. Untuk pengangkutan sampah pasar, Dinas 
Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar melakukannya sendiri karena 
mempunyai armada mobil sarnpah sendiri". (Wawancara 22 April2015) 

Juru Tagih 
"Pemungtan karcis retribusi (karcis harian) sebesar Rp. 1000,- rupiah 
dikenakan per pedagang meski mereka beljualan di laban yang kurang dari 
1 meter persegi atau lebih dari sedikit. namun jika lapak jualan meraka 
besar biasanya mereka akan dikenakan 2 (dua) karcis harlan tersebut". 
(Wawancara 23 April 20 15) 
" sekitar tahun 2012, pasar Inpres Blok B dinyatakan tidak Jayak lagi 
sebagai tempat berjualan dan kondisi bangunannya dikhawatirkan roboh, 
semenjak itulah para pedagang banyak yang berjualan dijalan dan 
membikin semrawutnya lalu lintas, namun meski mereka berjualan di 
trotoar dan jalan mereka tetap kami kenakan retribusi"(Wawancara 23 
April2015) 
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"untuk retribusi tetap kita tagih, sebab retribusi tersebut bukan sebagai 
legalitas mereka beJjualan, namun sebagai timbal balik dari pelayanan 
kebersihan (pengangkutan sampah) dari Dinas Koperasi, UMKM dan 
Pengelolaan Pasar atas sampah - sampah yang dihasilkan oleh para 
pedagang. lagi pula, sebenarnya mereka sudah dikasih tempat lagi oleh 
pemerintah untuk beJjualan yaitu di Pasar Bukit Sulap, namun entah 
mengapa sampai sekarang mereka belum mau pindah" (Wawancara 22 
April2015) 
"Kami bekerja berdasarkan aturan yang ada, apa yang diamanatkan oleh 
perda tersebut, itu yang kami laksanakan. Penyebab utama tidak 
tercapainya target penerimaan PAD bukan karena kebocoran, tetapi lebih 
diakibatkan oleh Blok B Pasar Inpres yang tidak lagi ditagih retribusinya. 
Memang dimungkinkan terjadi kebocoran, namun dalam kumlah yang 
tidak begitu signifikan, paling-paling sebatas rokok juru tagih. dan 
menurut saya ini bisa saya maklumi, sebab kami sebagai salah satu 
instansi penghasil PAD merasa tidak diperhatikan. Di Kota Lubuklinggau 
ini ada beberapa instansi menerima Tunjangan Kinerja Daerah yang 
besarnya melebihi tunjangan diterima instansi lain, kami tidak termasuk 
dalam daftar instansi tersebut. padahal kami penghasil PAD. Harapan kami 
adalah semacam upah pungut atau semacamnya untuk memberi semangat 
mengejar target, jangan hanya bisa membebani, tapi seharusnya juga bisa 
menyemangati, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja ada upah 
pungutnya, masa retribusi pelayanan pasar tidak". (wawancara 22 April 
2015) 
"Juru tagih melaksanakan tugasnya seperti apa yang tertuang dalam perda. 
Besaran tarif retribusi yang tetapkan berdasarkan apa yang tertera pada 
perda, dan hal tersebut secara berkala disosialisasikan kepada pedagang, 
dan juga sudah tertera di karci retribusi. Namun terkadang ada kendala di 
pedagang. Contohnya di Pasar Bukit Sulap ini. Dulu ketika pasar baru 
buka dan suasana Pasar Bukit Sulap masih sepi, pedagang utamanya yang 
berdagang di kios meminta keringanan pembayaran retribusi. Mereka tidak 
sanggup membayar apa retribusi sesuai dengan tarif yang ada di perda dan 
meminta membayar tarif minimun retribusi yang ada di perda. Atas dasar 
kemanusiaan karena kondisi pasar memang masih sepi dan pembeli bel urn 
banyak datang ke Pasar Bukit Sulap permintaan tersebut dikabulkan. 
Namun sekarang, ketika kondisi pasar sudah ramai dan para pembeli 
banyak yang berdatangan ke Pasar Bukit Sulap pedagang di kios tersebut 
menolak membayar sesuai tarif dalam perda dengan alasan bahwa mereka 
sudah biasa membayar segitu dan tidak mau dinaikkan". (wawancara 22 
April2015) 

120 

16/41826.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Nomor 14 

Menimbang 

Mengingat 

LEMSARAN DAERAH 

KOT A LUBUKLINGGAU 

• 
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKUNGGAU 

NOMOR 14 TAHUN 2010 

TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

Lampiran 3 

Tahun 2010 

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di 
bidang penggunaan fasilitas pasar tradisionallsederhana dalam wilayah 
Kota Lubuklinggau, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber 
pendapatan Daerah me\a\ui pemungutan Retribusi Pela'1anan Pasar, 

b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan hunn b, penu membentu'K 'Peraturan Oaera'n tentang Rembus\ 
Pelayanan Pasar; 

1. Pasal 18Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

2. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara RepubHk lndonesia Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Lubuklinggau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

4_ Undang ... 
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4_ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah bebefapa ka\i \erakhif dengan Undang-Undang Nomor 12 1 ahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia lahun 2004 Nomor "'26, lambahan Lembaran Negara 
Repubiii< indonesia Nomor 4438j; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepiJblik lndon~sia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, lambahan Lembaran Negara Repub\il< \ndones·la Nomor 
4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemelintahan Oaerah Provinsi Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
\ndonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2006 Nomor 1 ); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KOT A LUBUKLINGGAU 

dan 

WALIKOT A LUBUKLINGGAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. 

BABL 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 

4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau 

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar 
tradisionallsederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan 
khusus disediakan untuk pedagang. 

9. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang terdiri atas pelataran, los, kios yang 
disediakan oleh Pemerintah Kota untuk para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. 

10. Pelataran adalah berupa hamparan yang dipergunakan untuk kegiatan berjualan. 

11. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya tert>uka dan tanpa dinding 
keliling dan pintu yang dipergunakan untuk berjualan. 

12. Kios adalah sebuah bangunan tetap yang berbentuk petak yang berdinding keliling dan 
berpintu yang dipergunakan untuk be~ualan. 

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 
barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
Bad an. 

14 Jas.a . . 
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14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribusi diwajibl<an untul< melal<ul<an pembayaran Retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjul< oleh Walikota. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan Retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi 
karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga danlatau denda. 

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan 
danlatau buk.ti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenur'ian kewajiban Retribusi Daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang
undangan Retribusi Daerah. 

22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang te~adi serta menemukan 
tersangkan'1a. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal2 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas 
pemberian jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota khusus untuk para 
pedagang. 

Pasal .. ........ . 
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Pasal3 

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisionallsederhana, 
berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk 
pedagang. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan 
fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal4 

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang 
menggunakan/menikmati atas jasa penyediaan fasilitas pasar. 

BABIII 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasa15 

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi 
Jasa Umum. 

BABIV 

CARA MENGUKUR TINGKA T PENGGUNMN JASA 

Pasal6 

(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah 
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota 
untuk penyelenggaraan jasa atas penyediaan fasilitas pasar. 

BABV 

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
biava ?envediaan )asa, kemampuan masvarakat, as?ek keaoilan dan efekti'llitas 
pengendalian atas pelayanan jasa tersebut. 

(2) Bieys ..... .............. . 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, 
biaya bunga dan biaya modal. 

Pasal8 

(1) Struktur dan besamya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut: 

No Jenis Fasilitas Kelas BesarTarif 

1 Pelataran - Rp. 1.000,- I M2 I hari 

2 Los I Rp. 1.500,- I M2 I hari 

II Rp. 1.000,- I M2 I hari 
'3 Kios: 

a. Lantai I I Rp. 7.500 I M2 I bulan 
II Rp. 6.000 I M2 I bulan 

Ill Rp. 5. 000 I~ I bulan 

b. Lantai II I Rp. 5.000 I M2 1 bulan 
II Rp. 4.000 I M2 1 bulan 

(2) Ketentuan mengenai Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan 
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. 

BABVI 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal9 

Retribusi dipungut di wilayah penggunaanlpemanfaatan penyediaan Pe!ayanan Pasar. 

BAB VII 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN 
PEMBA 'f ARAN RE\R\B\JS\ 

Pasal 10 

{1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
l<.afcis, \<.upon dan kartu \angganan. 

Pasal .... 

219 

16/41826.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Pasal11 

(1) Pembayaran Retribusi dilunasi oleh Wajib Retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 
Walikota sesuai waktu yang yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus 
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau 
dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. 

(4) Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD. 

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota. 

BABVIII 

SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal12 

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenal<an sanl<si administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan 
STRD. 

BABIX 

PENAGIHAN 

Pasal 13 

(1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan 
Sura\ ieguran. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota. 

BABX 

KEBERATAN 

Pasal14 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang 
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamal<an. 

(2) Keberatan ..................... .... . 
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(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan 
yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4} Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu 
keadaan yang te~adi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan 
penagihan Retribusi. 

Pasa\ "'15 

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan 
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan 
Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian 
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh 
Walikota. 

(3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang 
terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak 
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal16 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebu\an 
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan 
sampai dengan diterbttkannya SKRDLB. 

'BA.'B X\ 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal17 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan 
pengemba\ian lc.epada WaUic.ota. 

(2) Walikota ........... ............. . 
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(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui 
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
d"1\a'Ku'Kan da\am jang\<.a wa'Ktu pa\ing \ama 2 {dua) bu\an seja'K diterbitl<.annya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, 
Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterfambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota. 

BAB XII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal '\8 

(1} Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. ada penga'Kuan utang Rettibusi dan Wajib Retribusi, bai'K \angsung maupun tida'K 

langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

(4} Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b ada1ah Wajib Retr"1busi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal ......................... . 
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Pasa\19 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

BAB XIII 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

?asa\ 20 

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar 
pencapaian kine~a tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan 
pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah. 

BABXIV 

PENYfDIKAN 

Pasa\21 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. mene\iti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana 
Retribusi Daerah; 

c: meminta .......... ................ . 
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c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen Jain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, 
dan do'K.umen \ain, serta me\a'K.u'K.an penyi'taan temadap bahan bu'K.ti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, 
dan/a\au dokumen 'fang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

i. mernanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 

i- menghentikan penyidikan; danlatau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4} Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memberitahukan dimulainya penyidikan 
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang
Undang Hu\l..um Acara Pidana. 

BABXV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal22 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga} 
kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

BABXVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal23 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau 
Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (lembaran Daerah Kota lubuklinggau Tahun 
2003 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasat .............................. . 
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Pasal24 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal25 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau. 

Diundangkan di lubuklinggau 

pad a tanggal 6 Desember 2010 

SEKREI ARlS OAERAH KO\ A LUBUKUNGGAU, 

dto 

AKISROPI AYUB 

Ditetapkan di lubuklinggau 

pada tanggal6 Desember 2010 

WAUKO\ A LUSUKUNGGAU, 

dto 

RIDUAN EFFENDI 

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010 NOMOR 14 
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PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU 

NOMOR45TAHUN 2014 

TENTAl~G 

PENJABARA,~ TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS 
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

DANPENGELOLAANPASAR 

l 
I 

- l'l -
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
VROV1NS1. SIJMA.TER.Z\ SELAT.l\N 

PERATURAN WAUKOTA LUBUKUNGGAU 
NOMOR 45 T.4HUN 2014 

TENTANG 

I SALINAN 
'~~---

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DlNAS KOPERASl, 
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PENGELOLAAN 

PASAR KOTA LUBUKLINGGAU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN IV\HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

bahwa dalam rangka mdaksa."lakan ketentuan dalam 
Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Ll.Jbuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 
Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pernerintahan Daerah \Lem'oaran Negata Repu'o\ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
~Lembaran. N~ara Relimbli..k lnd.on.esi..a 'lahu.n. 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik 
'indonesia 1'a'nun 2\'l\Y7 Nornor ~2, 1'arn'oahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

4. Peraturan ... 
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Menetapkan 

4. Peraturan Pernerintah Nornor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Jndonesia 
Nomor 4741); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petuniuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Mcnteri Dalam Ncgr:ri Nomor 57 Tabun 2()()7 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 537); 

6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 
Tahun 2014 ten tang Organisasi Perangkat Daerah 
Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota 
Lubukhnggau Tahun 2DJ 4 Nomor J ); 

MEMUTUSKAN : 

PER.ATURAN WALlKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG 
PENJABAR.AN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS 
KOPER.ASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
DAN PENGELOLAAN PASAR KOTA LUBUKLINGGAU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 
Lu buklinggau. 

3. Walikota adalah Walikota Lubuklingg.au. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Lubuklinggau. 

5. Dinas adalah Dinas Koperasi_ Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota 
Lubuklinggau. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar 
Kota Lubuklinggau. 

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 
Sumatera Sefatan. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional 
eli \1ngkungan Di.nas -yang me\aksanakan tugas 
teknis operasional. 

9. Kelompok ... 
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0 Ke\ompnk Jabatan fung~ional adalah Kelompok 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk meJaksanak.an tug.as y.ang sesu.aj deng.an 
profesinya dalarn rangka mendukung tugas 
Pemerintahan Daerah; 

BJ\.B l1. 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal2 

( 1) Dinas adalah unsur pel-aksan-a teknis di bidang 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan 
Pengelolaan Pasar; 

(2J Dinas dipimpin oieh seorang Kepala Dinas yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

PasaJ 3 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kewenangan otonomi pemerintah di bidang 
QerkoQerasian, Usaha Mikro, Kecil, dan Meneg,ah dan 
Pengelolaan Pasar scrta mclaksanakan tugas 
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah danfatau 
Pemerintah Provinsi. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasa14 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, 
usaha mikro, kecil, dan menegah dan pengelolaan 
pasar. 

b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang 
koperasi, usaha mikro, kecil dan menegah dan 
pengelolaan pasar. 

c. PeJa...l!sa.naa.n ... 
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usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan 
pasar berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan 
oleh WalikotB berdBSBrkBn peraturBn perundang
undangan. 

d. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang 
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan 
pengelolaan pasar. 

e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan 
umum di koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 
dan per:gelclaa11 pasar sesuai dengan kebijakan yang 
di tetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan 
petui1dang-undangan. 

L Pengenda11Bn dan pt::m'b1naan '\JvrD da1am 1ing"kup 
tugasnya dan. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan W alikota 
sesuai tug-as pokok dan fungsinya. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagiun Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan: 

1. Seksi Organisasi, Tata Laksana dan Penyuluhan; 

2. Seksi Hukum dan Advokasi; dan 

1. Seksi Pe11gendalian dan Peng2was2n. 

d. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah, membawahkan : 

1 ~ Seksi D.ata dan Promcsi Koperasi -dan LTKJ\4; dan 

2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

p Bidc.ng Fas!Htas~ Pemb-iayaan membn' .. vahknn : 

1. Seksi Usaha Simpan Pinjam ; dan 

2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan. 

f. Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan : 

L Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan; 

2. Seksi Ketertiban dan Keamanan; dan 
3. Seksi ... 
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g. UPTD; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BABIV 
URAIAN TUGAS 

Bagian KeMtu 
Kepala Dinas 

PasaJ 6 

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, 
membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan 
di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Pengelolaan Pasar. 

Bagian Kedua 
Sdrretariat 

Pasal 7 

'S.elt;setariat w..em?"\H\~a\ tuy,a£> men<&k~~~\na£>\kan 

penyusunan dan pelaksanaan program serta 
melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk 
menunjang tugas pokok seluruh organisasi di 
Engkungan Dinas. 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan 
dimaksud dalam Pasal 7 
sebagai berikut : 

tugas pokok sebagaimana 
Sekretariat mempunyai fungsi 

a. penyelenggaraan penyusunnn perenca.:1aan; 

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi 
perkantoran, administrasi keuangan dan 
administrasi kepegawa'lan; 

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, 
keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

d. penyelenggare.an ketata!aksanaan, kearsipan dan 
perpustakaan; 

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, 
evaluas·t dan pe'laporan pelaksanaan kegi.atan unit 
kerja; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dcngan tugas pokok dan fungsinya.. 

Pasa\ '" 
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Pasal 9 

( 1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai 

tug us sebagai beriku t : 

a. melaksanakan urusan tata usaha, 
menyurat, kearsi-pan dan ke-pe~waian :, 

b. melaksanakan kegiatan keprotokolan 
mengurus perjalanan dinas 
menyelenggarakan urusan keamanan 
kebersihan kantor; 

surat 

dan 
serta 
dan 

c. menghimpun dan mengelola data dan 
perlengkapan serta menyelenggarakan analisis 
kehutuhan perlengkapan. 

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas Dinas; 

e. menyelenggarakan tata us.aha penyimpanan dan 
distribusi barang-barang inventaris dan peralatan 
lainnya serta menyusun laporan dan informasi 
dalam t:9.!lJbka -pelaksan.aan ~ -pokok funJbSi. ~ 

f. melaksanakan urusan rumah tangga 
pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan 
dan ketertiban ; 

g. melaksanakan urusan kepegawaian pada Dinas; 
dan 

h. me1ak£>awok'oill. \\l'f!,'O.£>-\\l'f!,'O.'b \ffinn~a ~'oill.'i!, d\ 
berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

(2} Sub Bagi1m Keuangan mempuny::~i r11gas sebagai 
herikut: 

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam 
ran~ka penyusunan anggroan d1na~r. 

b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan 
berupa pcnerimaan dan pengeluaran berdasarkan 
ketentuan yang berlaku; 

c. menyusun dan menyampaikan 
pertanggung jawaban keuangan sesuai 
'Yartl6 bet:lak:u.; 

laporan 
ketentuan 

d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan 
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. melaksana.kan pengurusan pencairan ua.ng- dan 
melaksanakan kontrol keuangan secara priodik; 
clan 
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f melnksanakan tug3R-tugag lainnya yang d1 
berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Bagian Program, mempunyai tugas sebagai 
berikut · 

a. menyusun rencana program dan anggaran Dinas; 

b. menghimpun data program dan menganalisa 
program dinas; 

c. melakukan koordinasi dalam penyusunan 
program dinas; 

d. melaksanakan evaluasi dan peltJ.poran 
pelaksanaan penyusunan, penyelenggaraan serta 
program dinas; dan 

e. me1aksanakan tugas-tugas 1ainnya yang di. 
berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Keiembagaan Koperasi 

Pasal 10 

Bidang ke\emwgaan Koperas1 mempunyai tugas pokok 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, 
pengembangan sumber daya manusia (SDM) koperasi, 
pengendaJjan dan pengawasan koperas.i dibidang 
kelembagaan koperasi. 

Pasal 11 

Unh1k melaksanakan tugas seb-dgaimana 
dalam Pasal 10, Bidang Kelembagaan 
mem!}unyai fungsi sebagai berikut : 

dimaksud 
Koperasi, 

a. penyusunan program dan k~C'giatan dibidang 
kelembagaan koperasi; 

b. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang 
ke\em'oag,aan kop!:Tasi~ 

c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait 
dalam rangka kegiatan pembinaan dibidang 
kelemba.ga.an kopera.si; 

d. pelaksanaan monotoring dan evaluasi, pelaksanaan 
tugas pembinaan di bidang kelembagaan koperasi; 

e. pela"Ksanaan pembelaan dan pemb'maan nukumJ 
advokasi di bidang kelembagaan koperasi; dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 1~ 

\\) '2.ek£.\ o~gan.\£.a£.\, 1'ata l.Jak~:.ana dan. "Pen.yu\-uhan, 
mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. menyusun ... 
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a. menyusun rencana kerja rl\ b\dang org~misas\ tah3 
laksana dan penyuluhan; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang organisasi, tata faksan dan penyufuhan; 

c. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan 
pengelaksaan rapat koordinasi di bidang 
m:ganisam, 'la'la \aksana nan penyusum:ar, 

d. melaksanakan fasilitasi, dan sosialisasi tentang 
prinsip-prinsip manajemen di bidang organosasi, 
tata laksana dan penyuluhan; 

e. melaksanakan penyuluhan, pelatihan bagi pelaku 
pra koperasi dan koperasi untuk mendorong 
Qertumbuhan{ Qemas,arak.atan k.o9erasi.; 

f. mengadakan monotoring, evaluasi di bidang 
organisasi, tata laksana dan penyuluhan; dan 

g. mdakasanakan tuga.s-tuga.s lainnya _yang di 
berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; 

{2) Seksi Hukum dan Advokasi, mempunyai tugas 
...ebagai beri\rut ·. 

a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan 
pembinaan di bidang hukum dan advokasi; 

h. menyusun bahan perumusan kd)l)akan reknis 
pembinaan hukum advokasi; 

c. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi 
~=a'nan badan 'rtu\ru:m kO'petas't·, 

d. membuat data koperasi dan peragaan sesuai jenis 
koperasi; 

e. me!aksanakan tugas pembit1aan dan pembe!aan 
kepada koperasi di bidang hukum data advokasi; 

f. melaksanakan pembinaan tata cara pendirian 
koperasi, perubahan anggaran dasar, 
pembubaran, peleburan dan amalgamasi; 

g. melakukan pencatatan, pendaftaran koperasi 
sebaga.i badan hukum kedalam buku induk; 

h. mengadakan monitoring dan evaluasi di bidang 
hukum dan advokasi; dan 

i. melaksanakan tugas lainnya yang di berikan 
atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai 
rugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja di bidang pengendalian 
dan pengawasan; 

b. menyusun bahan perumusan keb1jakan teknis di 
bidang pengendalian dan pengawasan; 

c. menyusun ... 
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r- men:yrusun bn\13n pe"!nbin3ar1 koc-rd~n3~~ d3n 
fasilitasi dalam pengendalian dan pengawasan 
koperasi; 

d. memf..'lsi!itosi pe!aksanaan pe.rn hu bAran koperasi 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan 
1JeiD'oe-r1an 1J~gha:rgaan 'oagi kope-rasi J7ang 
berprestasi di dalam melaksanakan peningkat 
koperfl.si; 

f melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pengendalian dan pengawasan; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di 
berikan oleh atasan sesuai deng,an tlJJbaS dan 
fungsinya. 

Bagian Kempat 
Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah 

Pasal 13 

Bidang bina us2:h2: ke-pe!"3~!, us2ha m!kro, ke"LB d2n 
menegah mempunyai tugas pokok merumuskan, 
merencanakan, melaksanakan kebijakan teknis, 
pemhinaan, pt"ngembangaan dj hidang usaha koperasj, 
usaha mikro, kecil dan menengah. 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan tugas sebag::rim::ma dimaksud 
dalam Pasal 13, Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai 
be.rikut: 

a. penyusunan program dan pembinaan di bidang bina 
usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 

'o. perumu~n kemjaksanaan \.eknis O.an pem'oe-rO.aJ7aan 
di bidang usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah; 

c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dengan 
lembaga keuangan lainnya di bidang bina usaha 
koperasi, usaha mikiro, kecil dan menengah; 

d. mengumQukan, men.fbelola., menganalisa dan 
melapokan serta mengkaji informasi di bidang bina 
usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; 
dan 

e. meluksannkan tugas-tugas luinnya yang diberikan 
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal __ _ 
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(1) Seksi Data dan Promosi Koperasi dan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. menyusun rencana kerja tentang data dan 
produksi koperasi dan usaha mikro, kecil dan 
mem:nga'rl', 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 
dalam mempromosikan data dan produksi 
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menenga.h; 

c. melaksanakan promosi produk koperasi dan 
usaha mikro, kecil dan menengah; 

d. me\akukan koon:\'mas·t a;:m memtasili.tast proouk 
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang 
data dan produksi koperasi dan usaha mikro, kecil 
dan menengah; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di 
berikan ata£.an £.e£.uffi. tuga£. dan \ung£.\n~a. 

(2) Seksi Pengembangan Ke\Virausahaan Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menegah, mempunyai tugas 
sebagai beriku t : 

a. menyusun rencana kerja dan merumuskan 
kebijakan teknis di bidang pengembangan 
kewirausahaan koperasi dan usaha mikro, kecil 
dan menegah; 

b. rr~enyusun bahan pembinaan, koorchnasi d<in 
fasilitasi serta pemberdayaan di bidang 
pengembangan kewirausahaan koperasi dan 
usaha mikro, kecil dan menegah; 

c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam 
upaya pemberdayaan dan penyediaan sum'ber 
daya dan syarat pemenuhan dana serta kemitraan 
di bidang pengembangan kewirausahaan koperasi 
usaha mikro_. kecil dan menegah_: 

d. memfasilitasi akses penjaminan dalam 
pembiayaan bagi koperasi Usaha Mikro, Kecil dan 
Menegah (KUMKM) perdagangan dan jasa melalui 
kredit perbank, penjruninan bukan bank, modal 
ventura, pinjamana dari dana laba BUMN/BUMD, 
hibah dan jenis pembiayaan lain; 

e. memfasi!itasi pengembangan sanma promosi dan 
pemasaran produk di bidang pengembangan 
kev;irausahaan koperasi dan usaha mikro kecil 
dan menegah·, 

f. melaksanakan ... 
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f. melak3anakar. evalu<1si dnr. pebpnmn bidnng 
pengembangan kewirausahaan koperasi dan 
usaha mikro kecil dan menegah; dan 

g melaksanakan tugas-n1gas Iainnya yang di 
berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bidang Fasilitasi PembJayaan 

Pasal 16 

Bidang Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas pokok 
merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis 
bidang fasi!itasi pembiayaan. 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, Bidang Fasilitasi Pembiayaan 
menyefenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. menyusun program dan kegiatan di bidang fasilitasi 
pembiayaan; 

b. merumuska.'1 kebijakan teknis proporsinnal ill bida.'1g 
fasilitasi pembiayaan; 

c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian di 
b1dang fa!>ifiW.si pembiayaan; 

d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di 
bidang fasilitasi pembiayaan; 

e. melaks&~cikan monHor~ng dan e~\o''aJuasi serta 
melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi 
pembiayaan; dan 

f. mel.aksan.akan tugas-tugas Ja.innya yang djberjkan 
oleh atasan sesuai mgas dan fungsinya. 

Pasal 18 

p) Scksi Usaha Simpan Pinjam, mcmpunyai tugas 
sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kelja dan pembinaan koperasi 
simpan pinjam di bidang usaha simpan pinjam; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di 
bidang usaha simpan pinjam; 

c. meny-usun bahan pembin~an, koordinasi dan 
fasilitasi di bidang usaha simpan pinjam; 

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
koperasi simpan pinjam dan usaha,funit Simpan 
pin jam; 
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0. memfm~ilitaai pelakaumwn bimbingan dzm 
kemudahan pembinaan KSP /USP, usaha mikro, 
kecil dan menegah, 

f. melaksanakan sosialisasi duktmgan informasi 
penyediaan pemodalan; 

g. memfasilitasi bimbingan dan penyuluhan dan 
peTkuatan pe:mooa'lan kopeTasi Usaha Mikro Ke-:ci\ 
dan Menegah, 

h. melaksanakan penilaian kegiatan koperasi simpan 
pinjam dan unit simpan pinjam; 

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksaan 
kegiatan pembinaan koperasi simpan pinjam dan 
usaha simQan pin!am serta permod.ala.n. knpemsi 
usaha mikro kecil dan menegah; dan 

j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di 
berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

{21 Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan, mempunyai 
\.U<5a~ £.eba<5ai berikut ·. 

a. menyusun rencana ketja pembinaan koperasi 
simpan pinjam dan usaha simpan pinjam di 
hi dang pemh.iayaan dan jasa keuangan; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 
dalam pembinaan pembiayaan dan jasa keuangan; 

e:. meTUmu-::.kan pemb'ta-yaan bahan pemb'rnaan dan 
pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha 
simpan pinjam; 

d. merumuskan pembiayaan pembinaan dan 
pengawasan simpan pinjam, usaha simpan pinjam 
dan usaha mikro kecil dan menegah; 

e. melaksanakan sosialisasi duk.un~ informasi 
penyediaan pemodalan; 

f. memfasilitasi dan bimbingan administrasi 
perkuatan permodalan koperasi, usaha mikro, 
kecil dan mencgah; 

g. membuat Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan 
Juknis (petunjuk Teknis) di bidang pembiayaan 
dan jasa keuangan; 

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksaan 
kegiatan di bidang pembinaan pembiayaan jasa 
keuangan;dan 

i. melaksanakan tugas-tugas lainnyan yang di 
berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Bagian .. 
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Bagian Keena .. '11 

Bidang Pengelolaan Pasar 

Pasai !9 

Bidang pengelolaan pasar mempunyai tugas pokok 
merumuskan, dan melaksankan kebijakan teknis 
-penge\o\aan -pasar membe:rikan -pe\ayanan u1 bluang 
pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan 
pasar, serta menkoordinir pendapatan di bidang 
pengelolaan pasar. 

Pasal 20 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Pasar 
menye\enggarakan tungsi. .;eb.agal berikut ·. 

a. penyusunan program dan kegiatan di bidang 
pengelolaan pasar; 

b. perumusan kebijakan teknis pembinaan Sumber 
Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan pasar; 

c. melaksanakan penataan tempat-tempat usaha bagi 
para pedagang, pedagang kaki. 1\ma \PKL} dan usaha 
lainnya; 

d. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan dinas 
instansi terkait bidang pengelolaan pasar, 

e. melaksanakan kebersihan, meningkatkan keamanan, 
ketertiban dalam pengelolaan pasar serta 
ll\en'j!,koord\n\r pendapatan pa~ar·, 

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
tugas di bidang pengelolaan pasar; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas Iainnya yang diben"kan 
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal21 

(1) Seks) Pemehharaan dan Kebersihan, mempunyru 
tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kerja di bidang pemeliharaan 
dan kt>bersihan; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 
dalam pelaksanaan ketertiban dan keamananan; 

c. melaksanakan penytlluhanjsosiallsas1 dal~-rn 
pemeliharaan dan kebersihan pasar kepada para 
pedagang, pertokoan, PKL, dan usaha lainnya; 

d. me/~~ksan~_kan ke!J-H bakU set:-.ara terpfl.(fu baik 
dinas terkait dan lintas sektoral kerjasama pada 
BUMN, BUMD, swasta dalam membudayakan 
pemeliharaan dan kebersihan serta penyediaan 
sarana kebersihan; 

e.melaksanakan ... 
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e. me\nk3nnnknn evn1u~~~1 dan pe!2pn.r2.n d1b1-dnng 
pemeliharaan dan kebersihan; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan 
oleh atasan sesuai rugas dan fungsinya. 

(2) Seksi Ketertiban dan Keamanan, mempunyai tugas 
sebagai berikut : 

a. menyusun renc.ana "kerja (li;bidang "\l:eterHba..t"1 dan 
keamanan; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis 
dalam pdaksanaan kctertiban dan kcamano::nan; 

c. menyusun bahan pembinaan bagi petugas 
ketertiban, keamanan dan pembinaan Surnber 
Daya Manu\;i..a di..bi..dang keterti..ban dan 
keamanan; 

d. menyusun konsep Juklakf Juknis dalam 
pelaksanaan tugas-tugas dibidang ketertiban dan 
keamanan; 

e. mengadakan rapat koordinasi dengan dinas 
instansi terkait dan melaksanakan penyuluhan 
bagi para perlagang dalam upaya memelihara 
ketertiban dan keamanan dilingkungan pasar; 

f. menyediakan alat/ sarana dibidang ketertiban dan 
keamanan; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang 
ketertiban dan keamanan; dan 

h. melaksan2kan tugas-tugas lainnya yzng d}~rikili?'} 
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Seksi Pendapatan, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. menyusun rencana kerja dibidang pendapatan; 

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis; 

c. menyiapkan 
pendapatan; 

dibldang 

d. mengadakan pengawasan terhadap petugas juru 
tagih dibidang pendapatan; 

e. melakukan penagihan terhadap sumber-sumber 
dibidang pendapatan; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas la\nnya yang d'lberikan 
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

BABV 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

Pasal22 

\l) U?LD merupakan unsur pe'la \csa na te.knis 
operasional Dinas di lapangan. 

(2)Unit ... 
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p) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang bnada d1 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasai 23 

UPTD, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana Teknis pada UPTD; 

b. melaksanakan kelengkapan data koperasi dan usaha 
mikro, kecil dan menengah pada wilayah UPTD; 

c. me!aksanakan tugas dan fungsi dinas pada \\'ilayah 
UPTD; 

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang d1butuhkan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

B..o\!3 VI 
KEWMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal24 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai 
dengan keahlian dan kebutuhan. 

Pasal25 

p) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah 
tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang 
Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk. 

(3) ,Jumlah tenaga fungsi.onal sebagai.mana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan 
dan beban kerja. 

(4J Jenis dan J·enjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan. 

~5) Ke\ompok Ja~atan Fungs\owol mempun~a\ tugas 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku. 

BAB ... 
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BAB Vll 
KETENTUAN PENUTUP 

P.asaJ 26 

Pada saat Peraturan Walikota ini rnulai berlaku, rnaka 
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nornor 43 Tahun 2008 
tentang Peniabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal27 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar sctiap orang dapat mengctahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
LubukJjnggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 6 Oktober 2014 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

dto 

R S.N. PR/'1..1\JA. PUTRA SOHE 

Di.und.angkan di. Lubukli.~u 
pada tanggal 6 Oktaber 2014 

SEKRETARlS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

dto 

H. PARlGAN 

BERlTA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 45 

.r - ·- Salinan sesuai ctengan asiinya 
. -:~\;. .. ~ '.;.~ KEPALA BAGIAN HUKUM 

i! ·~ : / . ---------- \. \ // 
,~ '-).1\ _,../ 

\. * ~: r-

I' ~. 

\\ 

ASRON ERWADJSH M.Hum 
PEMBINA /IV.a 
NIP. 19660806 198803 1 004 
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l.ampiran 5 

DOKUMENT ASI HASIL OBSERV ASI 

1. Bangunan Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar 

2. Gedung Pasar Bukit Sulap yang masih kosong menunggu relokasi pedagang dari 

Pasar Inpres Blok B 

150 
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3. Jalan Jendral Soedirman yang dipakai untukjualan 

par. -.. ---- ..... 

4. Pasar lnpres Blok B yang kondisinya sudah tidak layak untuk tempat transaksijuaJ 
beli 

151 
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5. Bersama Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota 
Lubuklinggau 

6. Bersama Kasie Pendapatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota 

Lubuklinggau 

152 
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